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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR € TAHUN 2013
TENTANG

BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE,

bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib,
sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis
bangunan gedung agar menjantin keselamatan penghuni dan lingkunganriya;
bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus bertandaskan pada Rencana
Tata Ruang Wilayah;

bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dapat memberikan keamanan
dan kenyamaran bagt f ngkungannya;

bahwa berdasarkan perfimbanigan sebagaimara dimaksud dalam hurf a, b, dan
huruf-¢ perdu menetapkan Peratoran Daerah Kabup

aten Konawe tentang
* Bangunan Gedung; . :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 1882;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 fentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomor 2043):

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara
Republik indenesla Tahun 1974 Nomor 65, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3046); 4

Undang-Undang Nomer 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan bembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 3318); ‘

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tenfang Perumahan dan Pemukiman
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 ferdang Benda Cagar Budaya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3470); :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan
Lerabaran Negara Republik Indonesia Namar 3480);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 ientang Penyandang Cacat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesta Nomor 3670); ,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara_ Republik_Indonesia Tahun 1937 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3689);




10. Undang-Undang Momor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi {Lembaran
Negara Repubfik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3833);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi-dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik
Indonasla Tahun 1999 Noraar 75, Tambshan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3851);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahyin 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik tndonesia Yahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437}, sebagaimana tetah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang ~ Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas
Undang ~ Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

. Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
~ Republik Indonesia Nomor 4844);

14. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbahan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah {Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 romor, 126, tarpbahan lembaran Negara Republk indonesia nomor
4438); '

15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan {Lembaran Negara Republik
InGonesia Tahun 2004 Nomos 132, Tambahan Lembaran Megara Republk
Indonesia Nomor 4444); _

16. Undang-tindang Nemor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725)

17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor )

18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201f tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lémbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5234);

19. Perafuran Pemerintah Nomar 13 Tahun 1986 tentang lzin Usaha Industri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3352);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3372);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 189t tentang Sungat (Lembaran Negara
Republik tndonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Noracr 3445);

22. Perafuran Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan
Ruang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

24. Peraturan Pemerintah MNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 MNomor 59, Tambehan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

25. Peraturan Pemerintal Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1998
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 fentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838): .

Z7. Peraturen Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaba dan Peran Masyarakat
Jasa Konstruksi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63,

Tambahan Lembaran Negara Republik ndoniesia Nomor 3955);



28. Perafuran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64,
Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3956};

28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan
Jasa Konstruksi {Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2000 Nomor 85,
xmmmmanmawmmmMmm\,

. Perran Pemerinizh Womes 25 Yehum 2004 teniang Perdbahnan Wama Kabupaten
Kendari menjadi Kabupaten Konaws(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun

31. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Pengembangan Air

Minum  (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik indonesta Nomor 44580);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Peiaksanaan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, T
.Republik Indonesia Nomor 4532);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 fentang Pedoman Pembinaan dan

, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
|

indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

32

{Lembaran
ambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2008 tentang Jalan
Republik Indonesia Tahun 20
Indonesia Nomor 4665, s,
35. Peraturan  Pemerintah Nomor 38 Tahum 2007 tentang pembagian urusan
pemerintah antara pemerintah, pemesintah daerah provinsi dan pemerintah daerah
kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik fndohesia Tahun 2007 nomor 82,
tambahan lembaran Negara Repubiik Indonesia nomor 4737);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Tahum 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4741); -

37. Peraturan Pemerintah, Norr-xor 26

_ Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional {Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4833);

38. Peraturan Presiden-Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan
Penyebariuasan Peraturan Perundang-Undangan;

39. Peraturan Mahkamazh Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor  Tahun tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran
Daerah Kabupaien Konawe Tahun ~ Nomor  );

41. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah

Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor

34. (Lembaran Negara
06 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Repubiik

42, i:.’eratllzran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retriusi Jasa

Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor IS |

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nemor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi

Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor

..... N

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor § Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa

Usaha {Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor . %

Peratusan Mentest Dalam Negesi Nomor 7 Tahun 1993 tentang Yin Menditikan

Banguran dan Undang-Undang Garigguan Bag: Perusahaan Industri

46. Peraturan Menteri Pekefjaan Umum Nomor 63 Tahum 1993 tentang Gars

Sempadan Sungal, Daerah’ Man{aat Sungal, Daerah Penguasaan Sungai dan
Bekas Sungai; :

47. Peraturan Menteri Dalam Negerdi Nomor 16
Penyusunan Produk Hukum;

48. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/MI2006 tentang Pedoman
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; ‘

49. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRTAMI2006 tentang Pedoman
Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan:

43.

44,

45,

Tahun 2006 tentang Prosedur



50. Peraturan Menleri Dalam Negm Nomor 1 Tahun 2007 fentang Penataan Ruang
Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

1. Peraturan Menteri Pekefaan Umum Nomor O5/PRT/MI2007 tentang Pedoman
Teknis Pembangunan Rumaly Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;

52. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman
Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi:

53. Peratiren Menteri Pekefjaan. Umum Nomor 24/PRTIAM2006 tentang Pedoman
Teknis kzin Mendisikan Bangunan Gedung;

54. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRTAW2006 tentang Pedoman

- Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung;

- 85. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/Mf2006 tentang Pedoman Tim
Anli Bangunan Gedung;
56. Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 0Z/PERM.KOMINFO/3/2008
tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaen Menara Bersama
Telekomunikasi;

57, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman
" Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedurig;
o8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRTAW008 tentang Pedoman
Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem: Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
- 59. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRTA2008 tentang Persyaratan
Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
60. Peraturan ‘Menteri Pekerjaan’-Umum Nomor 20/PRT//2009 tentang Pedoman
Teknis Manajemen Protekst Kebakasas o Peskotaar,

61. Keputusan Menteri Permukinain Ga Prasatana Wikayaly Nomor 403/KPTSAH2002
tentang Pedoman Teknis Pembanguna nat

62. Peraturan Bersama Menferi Daram Negeri Nomor, Menteri Pekerjaan Umum,
Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Npmpr 18 Tahun 2009,07/PRT/M/2008, 03/P12009 tentang Pedoman
Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

63. Keputusan Kepala BAPEDALDA Kabupaten Konawe Nomor Tahun 20.. tentang
Pedoman: Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Dengan Parsetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT-DAERAH KABUPATEN KONAWE

DAN
BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN

Menectapkan:  PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG BANGUNAN
GEDUNG.

BABIL
- KETENFUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Repubiik Indenesia
yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-tndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Daerah adalah Kabupaten Konawe;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe;
Bupati adalah Bupali Konawe;,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe yang selanjutnya disebut dengan DPRD
adatah Dewan Penvaki;an Ralyat Daerah Kabupaten Konawe;

SRR
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 vertikal dan merupakan sat

Pejabat adatah Pegawai di lingkungan Pemesintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupali Konawe:
Dinas adalah Pekefjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe;
Tata Ruang adalah Wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang,

baik direncanakan maupun
yang tidak direncanakan;
Perencana struktur adalah seseorang atay badan yang ahli dalam bidang struktur/konstruksi
bangunan yang mernilki ijin bekerja;

Perencana instalasi dan perlengkapar. bangunan adalah seseorang atau badan yang ahli dalam
bicang instatast dan perfengkapan bangunan yang memilki jin bekerja;

Pengawas adalah seseorang atau badan “yang bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan

pembangunan atas penunjukan: pemilik ‘bangunan sesuai ketentuan ijin yang berlaku serta
memitkt ijim bekerja;
Banguran adalal sesuatu yang didirikan di dalam atau diatas permukaan tanah atau bertumpuk
pada batuan dan diperairan, bak yang bersifat permanen, tetap danfatau sementara sesuai
Tuangan yang terbatas, seluruhnya atau sebahagiannya;
Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontnuksi yang menyatu dengan tempat
kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air,
yang berfungsi senagat tempat manusia melakukan kegiatannya, baik urduik hunian atau tempat
tinggal kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus;
Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik,
baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha maupun fungsi sosial dan budaya;
‘Bangunan Gedung {ertenty adalah bangunan-gedung yang fungsinya un tuk kepentingan umum
den bangunan gedung fungsh Khusus yang dalam pembangunan danfatas pemanfaaiannya
W engelol husus dandatap memilké kompleksitas tertenty yang dapat
manimbuikan dampak penting terhadap masyasakat dan linglungannya;
Bangunan Gedung Negara adafah bangunan gedung yang digunakan untuk keperluan dinas
Pemerintah/Pemerintah Daerah ¥ang menjadilakan menjadi kekayaan milik Negara dan diadakan
dengan sumber pembiayaan yang berasal dari APBN dan/atau APBD dan/atau sumber
pembiayaan lainpya;

Klasifikasi Bangunan Gedung adalah Klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan
pemenuhian tingkat persyaratan administraif dan persyaratan teknis;
Bangunan-bangunan adalah suaty perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk
kegiatan manusia, merupakan lingkungan yang tercipta oleh sebab kerja manusia yang berdiri
diatas tanah atay bertumpuh pada landasan dengan susunan bangunan tertenty sehingga
terbentuk ruang yang lerbatas selurubinya aiay sebagian diantaranya berfungsi sebagal danfatau
tidak pelengkapbangunan dedung;
Rumah susun adatah bangunan gedung bertingkat yang dibangun datam suat ngkungan yang
‘erbagi dalam bagian-bagian yang_dis%mktwkanlgecara fungsional dalam arah hirizontal msaupun
akan satuan-satuan yang masing-masing dapat memiliki dan digunakan secara
terpisah, terutama untuk tempat hunian yang ditengkapi dengan bagian bersama, benda bersama
dan tanah bersama; -

Bangunan gedung berderet adalah ban
banyak 20 (dua puluh)
puluh meter};

Bangunan gedung permanen adalah bangunan yang dibuat dari bahan-bahan yang kokoh
(konstruks beton} dan dapat digunakan sekurang-kurangnya 25 (dua pululy fima) tahun;
Bangunan semi permanen adalah bangunan yang dibuat dari bahan-bahan yang berkualitas baik
(kontruksi kayu ataw sebagian beton) dan dapat dipergunakan sekurang-kurangnya 15 (lima
belas)-tahun;

Bangunan tidak permanen/sementara adalah bangunan yang dibuat dari bahan lokal dan

digunakan untuk sementara wakiy dengan wrur bangunen dinyatakan sekurang-kurangmya 5
(lima) tahun,;

Bangunan darutat adalah bangunan
1 (satu) tahun;

Bangunan millk pemerintah adalah bangunan yang dibangun dengan blaya atau bersumber dari
pemerintah/negara yang diperuntukan bagl keperiingan pemerintah/negara;

Rumah tinggal adalah bangunan yang dipesuntukan sebagai tempat tinggalkediamar oieh
perorangan atau suatu keluarga dengan sarana prasaranaffasilitas yang memadai;
Perusahaan adalah badan hukum ataw perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara
teratur datam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan;

gunan gedung yang terdinl dart lebih 2 (duaj dan paling
induk bangunan yang bergandengan dan/atau sepanjang 60 M (enam

yang dibuat dari bahan lokat yang dipergunakan paling lama
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Induslri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan bake
menjadi bahan jadi;

Perusahaan industri adalah perusahaan yang bergetak dalany bidang industri yang berada dalam
kawasan industri dan di fuar kawasan industd tetapi di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
{RTRW), penanaman modal dalam negeri (PMON)/penanaman Modal Asing {PMA) maupun non
penanaman modal dalam negafi (PMDN)! penanaman Madal Asing (PMA);

Perpetakan adalah bidang tamah yang diletapkan batas-batasnya sebagai satuan-satuan yang
sesual dengan rencana kota; ' o

Kaving/persil adatah suattr perpetakan tanah, yang menurt pertimbangan pemerintah daerah
dapat dipergunakan untuk mendirikan bangunan;

Garis sempadan adalah garis yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan yang
merupakan batas antara bagian persit yang boleh dan fidak mendirkan bangunan, yang
menetukan dan mengatur letak suatu bangurary

Garis sempadan bangunan yang selanjutnya disingkat dengan GSB adalah jarak bebas minimum
dari bidang terluar dari suatu bangunan ke as jalan yang tidak boleh didirikan bangunan dan
diukur dari dinding terluar bangunan terhadap: ~

Batas tepi jalan atau rencana jalan,

Batas tepi sungal atau rencana sungat;

Batas tepi pantai;

Batas saluran atau rencana sungai;

Jaringan listrik tegangan tinggi;

- Batas tepi el kereta api;

Balas mata air, danfataw .
. Batas faringan telekomunikasi.
Jalan adalab semua jalan yang ferbuka unbui lalu linfas emum gang, jalan orang dan jalan
kendaraan, fapangan dan pertamanan, termasuk pula pinggir-pinggir jafan lereng-lereng, trotoar
saluran dan peralatan-peralatan semacam itw, divkur antara garis-garis sempadan pagar,
selanjutnya tiap-tiap jalur tanah, Yang menurut rencana periuasan kabupaten diperuntukan buat
jatan, dengan membuat sesuaty jalan dimaksudkan pula memperlebar sesuatu jalan, baik yang
dibuat pemerintah maupum swasta:

Tinggi bangunan adalah jarak yang diakur dari pemukaan tanah sampai dengan titik teratas dari
bangunan tersebut yang dinyatakan dalam meter;

Ketinggian bangunan adalah jumlah lapis lantai diukur dari permukaan tanah sampai dengan fitik
teratas dari hangunan tersebut yang dinyatakan dalara meter;

Mendinkan bangunan adalah sefiap Kegiatan umtuk mendidkan, membuat/mengubah,
mempetbaharui, memperbaiki, menambahiinempériuas bangunan;

Mengubah bangunan adalah pekerjaan menggant dan/atau menambah sebagian bangunan yang
ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian
bangunan tersebut, melipiti: - SRR

a. Mengubah fungs} dan kegunaan;

b. Mengubah bentuk dan estetika;

¢. Mengubaly komstrukst:dan.

d. Mengubah jaringan ufilitas.

Merobahkan bangunan adalzh meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari
segl fungsi bangunan danfatau konstruksi;

Koefeslen dasar bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adafah rasio perbandingan luas
bangunan terhadap luas bidang tanah;

Koefisien lantal bangunan yang selamjuioya disingkat KLB adaloh angka persentase
perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung atau bangunan fainnya dan fuas tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata
bangunan dan lingkungan;, N

Koefisien daerahh hijau yang selanjutwya disingkat dengan KDH adalah angka persentase
perbandingan antara luas seluruh ruang ferbuka diluar bangunan gedong yang diperuntukan bag
pertamanan/penghijauan dengan [uas fanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai
sesual rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan fingkungan;

Koefisien tapak basement yang selanjutnya disingkat dengan KTB adalah angka persentase
berdasatkan pebandingan antra luas fapak basement dengan lwas lahanitanah

perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata
bangunan dan lingkungan;
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Refribusi Daerah adalah purgutan daerah sebagai pembayaren atas jasa atau pemberian oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;,

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adaleh kontribusi wajib kepada Daerah yang.
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang
dengan tidak mendapatkan irabalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-hesaraya kemakmuran cakyat;

Retibusi Daerah, yang selanjuinya disebut Refibusi, adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa alau pemberian izin tertenty yang khissus disediakan danfatau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan drang pribadf ataw Badan;

Perizinan Tertentu adalah kegfatan tertenty Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin
kepada orang pribadi atau Badan -yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendaiian dan pengawasan atas kegatan, pemaniaatan rang, serta penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana atay fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan urum
dan menjaga kelestariar lingkungar;

lzin Mendirkan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang
diberikan gleh Pemerintah Kabupaten Konawe kepada pemilk untuk membangun baruy,
mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan
persyaratan dan persyaratan teknis.

Permohonan izin mendirkan bangunan adalah permohonan yang dilekukan pemilik bangunan
gedung kepada pemesintah daerab untuk mendapatkan IMB;

Retribusi izin mendirikan bangunan adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan pemberian izin
mendirikan bangunan oleh pemerintah daersh kepada orang pribadi atau badan;

Pemilk bangunan gedung adalah orang alew badan hukum, keloimpok orang, tdu perkumpttan
yang menurut hukuin sah sebagat pemilik bangunan gedung;

Lingkungan bangunan gedung adalab lingkungan disekitar bangunan gedung yang menjadi
perlimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosal, budaya, maupun dari
segi ekosistemn;

Standar teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi dan
standar metode .uji balk berupah standar nasionat indonesta maupun standar intemasionat yang
diberlakukan dalam penyelenggaraan gedung;

Penyelenggaraan bangunan gedung adalah bagian kegiatan pembangunan yang meliputi proses
perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan
pembangkaran bangunan gedung;

Penyelenggara bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi
bangunan gedung dan pengguna bangunan gedung;

Penggunan Bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemifik
bangunan gedung yang menggunakan danfatar mengeiola bangunan gedung atau bagfan
bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;

Tim ahli bangunan gedung adalah tim yang terdii dari para ahli yang terkait dengan
penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses
penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga uniuk
memberikan masukan dalam penyelesaian penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang
susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan komplesitas bangunan
gedung tertentu tersebut;

Indeks parameter adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks kegiatan bangunan dan
prasarana bangunan sebagai faktor penent besaran nitai harga satuan refribusi;

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adatah surat untuk melakukan
tagihan retribusi danfatau sankst administratif Berupa bunga dan/atau denda;

Layak fungst adalah suatu kondisi bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan
persayaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan yang ditetapkan;

Sertifikat layak fungsi yang selanjuinya disingkat dengen SLF adalah sertifikat yang diterbitkan
oleh pemerintaly daeraly kecuali untuk bangunan gedung fungsi Khusus oleh pemerintah untuk
menyetakan kelayakkan fungst suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun tekis
sebelum pemanfaatannya;

Perencanaan teknis adalah proses membuat gambar teknls bangunan gedung dan
kelengkapannya yang mengikuti tahapan perencanaan, pemngembangan rencana dan
penyusunan gambar kerja yang terdif alas rencana arsifekiur, rencanad strukiur, remcana

mekanikal/elekirkal, rencana anggaran biaya, dan perhitungan feknis pendukung sesuai
pedoman dan standar teknis yang berlaky;
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Pertimbangan eknis adalah pertimbangam dani tim ahli bangunan gedung yang disusun secara
tertulis dan profesionat terkajt dengan pemenuhan persayaratan teknis bangunan gedung baik
dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestralan maupun pembengkaran bangunan
gedung;

Persayaratn teknis adalah persyaralan mengenai struktur bangunan, keamanan, keselamatan,
kesehatan, kenyamanan dan lain-lain yang berbubungan dengan rancangan bangunan termasuk
kelengkapan prasarsna dan fesiiitas [nghungan serta disesuaikan kebutuhan dan
perkembangan dan diatur dengan peratusan perundang-undangan:

Pepyedia jasa konstruksi bangunan gedung adalah orang atau badan hukum yang kegfatan
usahanya menyediakan layanan jasa konstruks] bidang bangunan gedung meliputi perencanaan
teknis, pelaksana konstruksi, pengaWwas/manajemen konstruksi, termasuk pengkaji teknis
bangunan gedung dan penyedia jasa konstrukst tainnya;

Wajib Retribusi adalah orang pribadt atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan

retribust diwajibkan untak mefakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
retribusi tertentu ;

Masa Refribusi adalah suaty jangka wakiu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Waijib
Retribusi ntuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan;

Rencana tata ruang wilayah yarg selanjuinya disingkat dengan RTRW adalah merupakan
penyelaras strategis serta merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang witayah provinsi
dengan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten konawe yang dituangkan ke dalam strukiur
dan pola tata ruang wilayah kabupaten konawe; '

Rencana detal tata ruang kawasan perkotaan selanjutnya disingkat dengan RDTRKP adalan
penjabatan dasi rencana tata fuang wilayah Yola ke dalam rencena pemaniaatan kawasan
perkotaan; '

Rencana tata bangunan dan lin

gkungan selanjutnya disingkat dengan RTBL adalah panduan
rancang bangun suatu kawa

8an unfuk mengendalikan pemanfaatan Tuang yang memeuat
Tencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana
Investasi, ketentuan pengendalian rencana dar pedoman pengendalian pelaksanaan.

Ruang terbuka hijau selanjutnya disingkat dengan RTH adalah area memanjang/falur dan/atay
mengelompok, yang penggunaannya lebil bersifat terbuka, fempat tumbuh tanaman, baik yang
tumbuh secara alamiah matpun sengaja ditanam. :
Instalasi dan perlengkapan bangunan adalah instalasi dan perlengkapan bangunan, bangunan-
bangunan dan/atau pekarangan yang digunakan untuk menunjang terciptanya unsur
kenyamanan dan keselamatan dalam bangunan;

Peresapan air adalah instalasi pembtrangan air imbah berasala dari dapur, kamar mandi dan air
hujan; | |

Sumur resapan adatah instalast untule menampung pembtrangan air permakaan;
Pertandaan adalah suatu bang

unan-bangunan yang berfungsi sebagai sarana informasi atau
reklame;

Menara telekomunikasi adaigh bangiman—bangunan yang berungst sebagal kelengkapan
perangkat telekomunikasi yang desain/benfuk konstruksinya disesuaikan dengan keperuan
kelengkapan telekomunikasi;

Analisa mengenai dampak lingkungan disingkat dengan AMDAL adalah kajian mengenai dampak
besar dan penting suaty usaha danjatag keglatan yang direncanakan pada lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atay
kegiatan;

Upaya pengelolaan lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan UKL adalah rencana kefja
danfatau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan yang dibuat secara sepihak
oleh pemrakarsa dan sifatnya mengikat:

Upaya pemantauan fingkungan yang selanjutnya disingkat dengan UPL adalah rencana kerja
dan/atay pedoman ketja yong berish piograii pemantauan lingkungan yang dibuat secara sepihak
oleh pemrakarsa dan sifatnya mengikat;

Surat pemyataan pengeloiaan lingkungam yang selanjutnya disingkat dengan SPPL adalah
pemyataan yang dibuat oleh perusahaan hdustri yang sifatnya mengikat dalam menunjang
program pembangunan industria yang berwawasan lingkungan;

Ketinggian bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut
didirikan sampat dengan titik puncak dari bangunan;

Pemiliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan
Saranya agar bangunan gedung selalis layak berfungsi;

Perawatan adafah kegiatan memperbaiki dan/atau menggani

komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar
harfiinanie o N

bagian bangunan gedung |
bangunan gedung tetap layak
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Maksud Pengaturan Bangunan Gedu
kemanfaatan, keselamatan ke

Pemugaran bangunan gedung yang diindungi dan dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki,

memulibkan kembali barigunan gedung ke bentuk aslinya ;

Pelestarian adalah kegiatan perawatan, perugaran seffa pemeliharaan bangunan gedung dan
lingkunganaya untuk memngembalikan keandal

_ an bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau
sesual dengan keadaan menunut periode yang dikehendaki:

Sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan saramanya,
Perdn masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan gedung adalah berbagai kegiatan
masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak dan keinginan masyarakat untuk memantatt
dan menjaga ketertiban, memberi masukan, menyampaikan aspirasifpendapat dan pertimbangan
serta melakukan gugatan perwakilan berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung;
Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga tau organisast
yang kegiatannya dibidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat
ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung;

Dengar pendapat publik adalah forum dialog yang diadakan untuk mendengar dan menampung
aspirasi masyarakat baik berupa masukan untuk menetapkan kebijakan pemerintah daerah
dalam penyelenggaraan bangunan gedung;

Gugatan perwakilan adalah gugatan yang berkaitan dengan penyelnggaraan bangunan gedung

lebils yang mewakili kelompok dalam mengajukan gugatan

pengawasan dalam rangka mewujudkan tata pemesintahan yang bak sehingge sefiap
penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlargsung tertib dan tercapai keandatan bangunan
gedung yang sesuai dengan fungsinya setia terwujudnya kepastian hukurr,

Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, keawjiban
dan peran serta penyelenggara ban

gunan gedung dan aparat pemerintah daerah datam
penyelenggaraan bangunan gedung;

Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesualy atau unfuk dibebaskan dari suaty

wakiu fertentu dan atas Syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang;

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik [ndonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang

diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;

Penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut dengan PPNS adalah penyidik pegawai
2 sipi intah daerah yang diberi wewenang khusus aleh undang-

undang untuk melakukary penyidikan terhadap pel in Peratur, T,

Standar nasional indonesia yang selanjtitnya disingiat dengan SNI adatah standar mutu nasiona

yang ditetapkan ofeh lembaga yang berwenang.

BAB 1
Maksud, Tujuan, dan Lingkup
Pasal 2

ng adalgh pengendalian pembangunan yang berlandaskan asas

nyaman, keseimbangan serta keserasian bangunan gedung dengan
lingkungannya. ‘

Pasal3

Pengaturan bangunan gedung bertujuan Unluk ;

{1
(2)
)

gedung dari segi keselamatan, kese
-mewujudkan kepastian hukum dala

mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesual dengan tate bangunan gedung yang
serasi dan selaras dengan lingkungansya;

mewtjudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan
hatan, kenyamanan, dan kemudahan: dan

m penyelenggaraan bangunan gedung.



(7} Menetapkan prosedor dan persayaratan serta teknis tenta

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peratiran Dagrak ink meliput :
{1} Wewenang, tanggung jawab dan kewaliban; '

(2) Fungsi bangunan géedung; !

(3) Persyaratan'bangunangedung;

(4) Penyelenggaraan hang t gedung;

(5) Peran masyarakaf: - -

(6} Pembingan penyelenggaraan bangunan gething;

(7) Sistem Informasi dan data; dan
(8) Sankst R

BAB Il
WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Bagfan Kesatu
Wewenang
Pasal 5
Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, Bupati berwenang untuk :

{1) Menerbitkan ifin sepanjang persyaratan teknis dan administrative sesuaj dengan ketentuan yang
beraky;

=

(2) Menghentikan atay menutup kegiatan pembangunan pada suatu bangunan yang belum memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksid pada angka 1 drafassama:yangbeﬂanggtmgfawabatas
bangunan tersebut mermienuhi persyaratan yang ditetapkan;

(3} Memernintahkan untuk melakukan ikan-perbaikan teshadap bagian bangunan-bangunan dan
pekarangan ataupun sualu Tingkungan yéng membahayakan untuk pencegahan terhadap
‘gangguan keamanan, kesehatan dan keselarfiatan; - '

4) Memerintahkan, menyeluj  atan menolak  dilakukannya pembangunan, perbaikan ataw
pembongkaran sarana atau Prasarana lingkurigan aleh pemilik bangunan atau fahan:

{5} Menetapkan kebijaksanaan teshadap lingkungan khusus ataw lingkungan yang dikhususkan dari
ketentuan-ketentuan yang dialur dalam Peraturan Daerah ini dengan mempertimbangkan
keserasian lingkungan dan/atau keamanan negara; '

{6) Menetapkan bangunan tertentu untui menampilkan arsitektur yang berjati dirj indonesia;

ng penampilen bangunan-bangunan;

(8) Menetapkan sebagian bidang pekarangan atau bangunan untuk penempatan, pemasangan dan
pemelifiaraan sarana dan prasarana lingimngan kota demi kepentin

Gan wLm;
{9) Memebrikan insentif dan disinsentir bentuk penataan dan pembinaan:

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

"Pasal 6

Berdasarkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam

(1} Pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung;

(2) Perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan-bangunan gedung dan banguran-bangunan;

{3} Pelayanan pengaduan dan fasilitasi penyelesaian kasus danfatau sengketa bangunan gedung dan
bangunan ~ bangunan; . :

(4) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan peneggakkan hukum dalam penyetenggaraan

(5} Pelaksanaan perlindungan dan pelestasian bangrian gedung dan bangunan-bangunan;

(6} Pengelolaan sistem informiasi hangurian gedung dan bangunan-bangunan;dan

(7) Pemberdayaan masyarakat dafam penyelenggaraan bangunan gedung dan bangunan-bangunan,

pasal 5, maka Bupati bertangqung jawab atas



Baglan Ketiga
Kewajiban

Pasal 7

Dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung, Bupati berkewajiban ;
(1} Memberikan info

rmasi seluas-luasnya tentang penyelenggaraan bangunan gedung dan bangunan-
bangunan; '

{2) Mengelola informasi penyelenggaraan bangunan gedung dan bangunan-bangunan sehingga
mudah diakses oleh masyarakat;

(3) Menerima, menampung dan  menindaklanjuti  aspirasi masyarakat
penyelenggaraan bangunan gedung dan bangunan-bengunan;

(4} Menerima dan menindaklanjuli pengaduan atait laporan atau masalah penyelerggaraan bangunan
gedung dan bangunan-bangunan sesua dengan prosedur yang beriaku;dan

(5) Melaksanakan penegakkan hukum sesuat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

berkaitan  dengan

~ BABIV
FUNGS! BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasai 8

Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan teknis bangunan
gedung, bak ditinjau

dari segi tata bangunan dan lingkungannya maupun keandalannya
penggunaannya.

Pasal @

Menurut fungsi bangunan gedung dikelompokkan
(1) Bangunan fungsi hunian :
a. Hunian tunggal;
b. Hunian jamak:
c. Hunian campuran;
d. Hunian sementara.
{2) Bangunan fungsi keagamaan :
a. Masjid termasuk Mushiola;
b. Gereja termasuk kape;
c. Purg;
d. Vihara;
e.. Klenteng.
{3) Bangunan fungsi usaha;
a. Perkantoran {Pemerintah, Niaga dan sejenisnya);
Perdagangan (Pasar, Pertokoan, Pusat Perbelanjaan, Mal dan sejenisnya);
Perindustrian (ndustri kecil, sedang, besar/berat);
Perhotelan (Hotel, Motel, Hostel, Penginapan dan sejenisnya);
Wisata dan rekreasi {tempat rekreasi, bioskop dan sejenisnya);
Terminal (Stasiun kereta, terminal bus, terminal udara, halte bus, pelabuhan laut

); dan
- Tempat penyimpanan (gudang, gedung fempat parkir dan sejenisnya).
" (4) Bangunan fungsi sosial dan budaya: ~ -

a. Pelayanan pendidikan;
b. Pelayanan kesehatan;

¢. Kebudayaan {museum, gedung kesenian dan sejenisnya)
d. Laboratorium; dan

8. Pelayanan umum (Stadion/hall untuk kepentingan olah raga dan sejenisnya).
(5) Bangunan fungsi khusus
a. Tingkal kerahasian tinggf (bangunan militer dan sejenisnya};

b. Tingkat resiko bahaya tinggi (banqunan reaklor nukiir dan sejenisnya).
(6) Bangunan memitiki lebih dari satu fungsi:

menjadi :

Ve Y= =5



(1)

()

(3)

(4)

{5)

{6}

(7)

(1)

(2)
(3)

(1)
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Bagian Kedua
Penetapan Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung

Pagal 10

Menurut Klasifikasi bangunan dikelompokkan sebagai berikut :

Kompleksitas bangunan :

a. Sederhana;

b. Tidak sederhana:

c. Khusus.

Permanensi bangunan :

a. Darurat;

b. Semi permanen;

c. Pemmanen.

Resiko kebakaran :

a. Rendah;

b. Sedang;,

c. Tinggi.
Zonasi gempa :

a. Zonal/Minor;

b. Zona Il / Minor;

¢. Zona il / Sedang;

d. Zona IV / sedang.

Lokasi bangunan berdasarkan kepadaten bangunan :
a. Rendah;

b. Sedang;

¢. Tinggi.

Ketinggian bangunan :

a. Rendah (1 tantai — 4 lantai);
b. Sedang (5 lantai—8 fantai);
¢. Tinggi (lebih dari 8 fantai).
Kepemilikan bangunan ; -

a. Negara atau yayasan;

b. Perorangan; dan

¢. Badan Usaha.

Pasal 11

Menurut waktu penggunaan bangunan dikelompokkan menjadi

Masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6{enam) bulan seperti bangunan untuk
permanen;

Masa pemanfaatan jangka menengah maksimuim

3 {tiga) tahun sepert kantor atau gedung proyek;
Masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun. '

Pasal 12

Peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung :

Peruntukan lokasi harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam
ketentuan Tata Ruang dan Tata bangunan dari lokasi yang bersangkutan;

Ketentuan fata ruang dan tata bangunan ditetapkan melalui :

a. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Daerah;

b. Rencana rinci tata ruang {RRTR)»

¢. Peraluran bangunan sctempat dan rencana tata bangunan dan tata ingkungan (RTBL).

- Bagian Ketiga
Perubahan Fungsl Bangunan Gedung
Pasal 13

Fungsi dan klasifikasi bangunan geduﬁg dapat diubah melaiui permohonan IMB:
Perubahan fungsi dan kiasifikas bangunan gedung diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana
teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam rencana tata ruana



(3) Perubahan fungsi dan penggunaan bangunan ruang

()

&

(6)

(2)
(3)

(4}

{1)

(2)
(3)

(4)

_ suat bangunan atau bagian dari bangunan
gedung dapat diizinkan apabila masih memenuhi ketentuan penggunaan jenis bangunan gedung
dan dapat menjamin keamanan dan keselamatan bangunan gedung;

Bagian gedung atau bagian bangunan gedung yang mengalami perubahan, perbaikan, perluasan
dan penambahan fidak boleh menyebabkan berubahnya fungsi dan/atau penggunaan utama,
karal itekt ko keandalanbangmmn{ungsiaksesbﬂiiaspadalingkungan;
Perubahan fungsi dan Klasifikasi bangunzan gedung haris dikut dengan pemenuhan persyaratan
adminidirative dan persayaratan teknis bangunan gedung;

Perubahan fungsi dan klasifikast ban

 bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah datam hat
ini fjin menditkan bangunan gedung, kecuali bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh
Pemerintah.
. BABV
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
.. Baglan Kesatu
i, Umum

Pasal 14

Setiap bangunan gedung harus dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar sesuai
dengan persyaratan bangunan gedung, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung dan peraturan pelaksanaannya termasuk pedoman dan standar
teknisnya ;

Sefigp bangunan gedung hams memenuhi persayaratan administrasi agar bangunan dapat
dimanfaatican sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyara
‘maupun persyaratan keandalan bangunan gedung, agar bangunan gedung dapat layak fungsi dan
layak huni, serasi dan selaras dengan lingkungannya;

Pemenuhan persyaratan telnis disesuaikan engan fungsi, kiasifikasi dan tingkat permanensi
bangunan gedung. -

tan teknis, baik persayaratan tata bangunan

Baglan Kedua
Persyaratan Administratif Bangunan Gedung

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persayaratan administrasi, meliputi -
a. Status hak atas tanah dan/atau izin pemanfataan dari pemegang hak atas tanah;
b.  Status kepemilikan bangunan gedung;dan
c. lzin mendirikan bangunan gedung.
Setiap orang dapat memilki bangunan gedung atau bagian bangunan gedung;
Pemerintah Daerah melakukan pendataan bangunan gedung untuk keperiuan tertib pembangunan
dan pemanfaatan;
Pencatatan dan penelitian kelengkapar dan kebenaran dokumen administrasi, meliputi :
a. Pemeriksaan terhadap status hak atas tanah melipu kelengkapar dan kebenaran dokumen
kepemilikan :
1. Penilik tanah sebagai pemili bangunan gedung, pemeriksaan utang dilakukan meliputi ;
a) Kebenaran dan keabsahan status hak atas tanah,
b) Kejelasan dan kebemaran data Kondisisituasi fanah (lefakfiokasi  dan
topografi/countor);
¢} Pemyataan bahwa fanah dimaksud tidak datam status sengketa.
2. Pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung, pemeriksaan yang dilakukan meliputi ;
a) Kebenaran dan keabsahan status hak atas tanah;
b) Kejelasan dan kebenaran data kondisi/situasi  tanah (letakllokasi  dan
topograficountor;
¢} Pemyalaan bahwa tanah dimakstd fidak dalam status sengketa;
d) Perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan pernilik bangunan gedung.



. p slatus kepemiikan bangunan gedung melipuli kelengkapan dan
kebenaran dokumen :

1. Surat bukti kepemilikan bangunan gedung meliputi kelengkapan dan kebenaran dokumen |
2. Data pemilikipemchon bangunan gedung, meliputi nama, alamat, tempatitanggal lahir,
pekerjaan, nomor KTP, atau identitas lainnya serta foto copy KTP atau identitas fainnya.

Paragraf 2
Status Hak Atas Tanah

‘Pasal 16

{1) Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), adalah penguasaan atas
tanah yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat sebagai tanda bukti penguasaan kepemilikan tanah,
atay status tanah lainnya yang berupa girlk, pethuk akta jual beli dan akta/bukdi kepemilikan
lainnya;

{2) izin pemanfaatan dari pemegang hak atas taneh sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)
huruf a pada ‘prinsipnya merupakan’ persetujuan yang dinyatakan dalam perjaniian tertulis antara
pemegang hak alas tanah ataw pemilik tanah dan pemiik bangunan gedung.

Paragraf 3
Status Kepemilikan Bangunan Gedung

Pasal 17

(1) Status kepemilikan bangunan gedung schagaimanz dim aksud dalam pasal 15 huruf b merupakan
surat keterangan bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan hasl kegiatan pendataan bangunan gedung;

{2) Pendataan, termasuk pendataan bangunan gedung, dilakukan pada saat proses perizinan
mendirkan bangunan gedung dan secara petiodik, yang dimaksudkan untuk keperluan tertib
pambangunan dan pemanfaatan bangunan gedung, memberikan kepastian hukum tentang status
kepemilikan bangunan gedung dan sistem informast.

(3) Berdasarkan pendataan bangunan gedung, sebagai pelaksanaan dari asas pemisahan horizontal,
selanjutnya pemifik bangunan gedung .memperoleh surat keterangan kepemilikan bangunan
gedung dari pemerintah daerah:

(4) Dalam hal terdapat pengalihan hak kepemifikan - barigunan gedung, pemilik yang baru waijib
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
{zin Mendirikan Bangunan

. Pasal 18

(1) fzin mendirkan bangunan sebagaimana dimaksud datam pasal 15 ayat
yang diberikan kepada orang pribadf atay badan dan pemerintah untuk mer

(2 lzin mendirkan bangunan dimaksudkan yaity unluk mengendalikan pembangunan dan
pemanfaatan bangunan gedung di wilayah Kabupaten Konawe dengan tujuan terjaminya
keselamatan penghuni dan lingkungan serta tertib pembangunan;

(3} Setiap orang sehalum mendidkan gedung diwilayah Kahupatsn Konawe diwajfibkan mengajukan
permohonan kepaga Bupati uniuk mendapatian lzin mendirilan bangunan.

{1} huruf ¢, adalah izin
dirikan bangunan;

Bagian Ketiga
Persyaratan Tata Bangunan Gedung

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) meliputi persyaratan

peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persavaratan



Paragraf 2
Pengendalian Perancanaan Pembangunan

Pasal 20
mempertimbangkan segi keamanan, keselamatan,

standar teknis yang berlaku;
{2) Perencanaan dan rancangan bangunan gedung dan bangun-bangunan harus dilakukan dan
dipertanggu

‘ ngjawabkan oleh paia ahli, sesual bidangnye mesing-nasing dapat tesdin atas -
a. Perencanaan arsitsitur;

b. Perencanaan strukiur;
¢. Perencanaan mekanikal dan elektrikal;
d. Anli lingkungan; danfatay ,
e. Ahfi yang sesuai dengan sifat bangunannya.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut olel Bupati.
Pasal 22 _
Peruntukan Lokasi

3)

(2) Peryasatan intensiias bangunan gedung

Paragrﬁfls
Peruntukan Lokasi
Pasal 22
(1) Pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang
diatur dalam : ‘
a. Rencana Tala Ruang Wilayah Kabupaten Konawe;
b. Rencana Defail Tata Ruang Bagian Wilayah Kota;
c. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan.
{2) Peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peruntukan utama, sedangkan

apabila pada bangunan tersebut terdapat peruntukan penuiang ager berkonsultasi dengan Dinas
Pekerjaan Umum;

Setiap pihak yang memeriukan informasi tenfang peruntukan lokasi atau ketentuan tata bangunan
dan fingkungan fainnya,dapat memperolehnya secara cuma-Cuma pada Dinas Pekerjaan Umum;
{4)

) Untuk pembangunan diatas jalan umum, saluran atau sarana lain, atau yang meliputi sarana dan

prasarana jaringan kota, atau dibawah atau diatas air, atau padal daerah hantaran udara (transmisi)

tegangan tinggi, harus mendapat persetujuan khusus dari Bupat.

Paragraf 5
Koelisien Dasar Bangunan
Pasal 23
Untuk kepentingan pelestarian lingkungan dan serapan air dan koefisien dasar bangunan ditetapkan
L sebagat berikut : T

(1) Bangunan umum maksimum 50% (bangunan 50% dan [ahan terbika 50%);

(2) Bangunan perdagangan dan jasa maksimum 75% {bangunan 75% dan lahan terbuka 25%);
(3) Bangunan pendidikan maksimum 50% (bangunan 50% dan lahan terbuka 50%;;
(4) Bangunan industri maksimum 50% {bangunan 50% dan lahan terbuka 50%};

(5) Bangunan perumahan maksimum 75% (bangunan 75% dan lahan terbuka 25%);
1 {6) Bangunan kelembagaan maksimum 75% {bangunan 75% dan lahan terbuka 25%):




(7) Bangunan campuran maksimum 50% {bangunan 50% dan Iahan tesbuka S0%};dan
(8) Bangunan khusus maksimum 40% (bangunan 40% dan lahan terbuka 60%)

Paragraf 8
Koefisien Lantai Bangunan

Pasal 24

(1) Koefislen lantai bangunan ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air

permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi

peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, keselamatan dan
kenyamanan urwm;

(2) Ketentuan besamya koefisien lantai bangunan pada ayat (1} disesuaikan dengan rencana detail
tata ruang bagian wilayah kota ataw sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang bertaku; .

(3) Setiap bangunan gedung yang didirikan fidak holeh meldnggar ketentuan jarak bebas bangunan
gedung yand ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Perkotaan danlatau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;

(4) Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk :

a. Garis sempadan bangunan gedung dengan As jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api
dan/atau jaringan tegangan finggi:dan '

b. Jarak antara bangunan gedung dengan balas-batas persil, jarak antar bangunan gedung dan
Jarak antara As Jalan dengan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan
yang diberiakukan perkavling, perpersit dan/atay perkawasan.

(5) Penelapan garis sempadan bangunan gedung dengan tepi jaian, tepi sungai, tepi pantai, tepi
danau, jalan kereta api danfatau Jaringan tegangan tinggi didasarkan pada perlimbangan
keselamatan dan kesehatan;

{6) Penetapan jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil dan jarak antara As jalan dan

Pagar halaman yang dizinkan pada lokasl yang bersangkulan hams didesarkan pada
pertimbangan keselamatan, kesehatan, kenyamandn dan kemudahan;

(7} Penetapan jarak bebas bangunan gedung alau bagian banguman gedung yang dibangun dibawah
permukaan tanah didasarkan pada jaringah uffitas umum yang ada atau yang akan dibangun;

{8) Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara penentuan besaran jarak bebas bangunan gedung diatur
dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Koefisien Daerah Hijau

Pasal 25

{1} Koefisien daerah hijau ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air
pemukaan tanah;
(2} Ketentuan besarnya koefisien daerah hijau pada ayat (

1) disesuaikan dengan rencana tata ruang
wilayah kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan

Fan perundang-undangan yang berlaku;
{3) Setiap bangunan umum apabila tidak ditentukan {ain, ditentukan koefisien daerah hijau minimum
30%. .
Paragraf8
Ketinggian Bangunan
. Pasal26

Tinggi setiap bangunan disesuaikan den

gan kondisi di lapangan dan disesuaikan dengan Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan stempat.

Pasal 27

{1) Ketinggian bangunan gedung ditenmtﬁkan ses(;;i dengan rencana tata ruang wilayah;
(2) Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteniukan besdasarkan -
a. Kapasitas jalan; .

b. Fungsi bangunan;

~ Kamammitan manmacdalo_ L L
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(1)
@

(4)
)

f.  Keselamatan bangunan;

g. Daya dukung lahan:dan =

h. Kawasan keselamatan operasi penerbangan.
Tinggi bangunan gedung tidak boleh melews garis potongan 80° {enam puluh derajat) dari As
jalan yang berbatasan;

Ketinggian bangunan gedung berderet paling tinggi 3 (tiga) antal, untiuk lantai 1 (satu) dan lantai 2
(dua) dapat berimpit dan fantai 3 (tiga) harus berjarak dengan persil tetangga:

Kelinggian bangunan gedung dan bangun-barigunan pada kawasan keselamatan operasi
penerbangan , harus memenuhi persayaratan batas-batas keselamatan operasi penerbangan.

Pasal 28

Tinggi ruang dasi lantai penub ke lantai penuh berikutnya paling tinggi 5 M (ima meter) dan paling
rendah 3 M (tiga meter);

Bangunan tempat ibadah, gedung pertemuan, gedung pertunjukan, gedung sekolah, bangunan
monumental, gedung olah raga, bangunan serbaguna dan bangunan gedurg sejenis lainnya
dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tinggi ruang utilitas diatas atap
(penthouse}, tidak boleh melebihi 2,40 M (dita koma empat puluh meter) didkur sacars ve kel dar

plat atap bangunan, sedangkan untuk ruang mesin ift atag keperiuan teknis fainnya diperkenankan
lebih disesuaikan dengan keperluannya. '

Pasal 29
Tinggi pagar batas pekarangan samping dan belakang untuk bangunan renggang paling tinggi 3 M
diatas permukzan tanah pekarangan dan apabila pagar tersebut merupakan dinding bangunan
beringkat atau berfungs sebagai pembatas. pandangan, maka tinggi tembok paling tinggi 7 M dari
permukaan tanah pekarangan; .
Apabila terdapat perbedaan ketinggian penrukaan tanah pekarangan antara saty kavling dengan
Yyang bersebelahan lebih dari 2 M, maka harus dilengkapi dengan konstruksi penahan tanah;
Konstiukst penaban tanch sebagaimana dimeksud pada ayat (2) harus disertal peshitungan
komstruksi termasuk memnpeshitimigkan beban pagar;
Tinggt pagar garis sempadan jalan dengan garis sempadan bangunan pada bangunan rumah
tinggal paling tinggi 1,50 M diatas permukaan taniah, dan untuk bangunan untuk bangunan bukan
rumah tinggal termasuk untuk bangunan ind

ustri paling tinggi 2,50 M diatas permukaan tanah
pekarangan serta disesuaikan pagar sekeliingnya;

Pagar pada garis sempadan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, harus tembus
pandang kecuali untuk bagian bawahnya paling tinggi 50 Crm diatas pemukaan tanah pekarangan
dapat tidak tembus pandang;

Pagar pada kaviing posisi sudut , harus membentuk radius/.s

grongan dengan mempertimbangkan
fungsijalan dan keleluasa

an pandangan menyamping lalu lintas.

Pasal 30

Pintu pekarangan harus membuka kedalam dan/atay tidak boleh melebihi garis sempadan jalan;
Letak pintu pekarangan untuk kendaraan bermotor roda empat pada persil sudut untuk bangunan
fumah fempat tinggal paling rendah 8 M dan untuk bangunan bukan rumah tempat tinggal paling
tendah 20 M dihitung dar titik belok tikungan;

Bagi persil kecit yang fidak memenui ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, letak pintu
pagar untuk kendaraan bermotor roda empat adalah pada salah satu ujung batas pekarangan;
Oprit jatan kefuarfmasuk tidak boleh menggunakan ruang milik jatan;

Untuk bangunan tunggatiebar jalan masuk pekarangan paling finggi 50% dari febar persil.

Paragral 9
Garis Sempadan

Pasal 31

Garis sempadan bangunan pada jalan arterifjalan Negara (rencana lebar jalan maksimum 30 M)
ditetapkan 21 M diukur dari As jalan;

Garis sempadan ban

gunan pada jalan kolektor (rencana lebar jelan maksimum 20 M) ditetapkan 16
M diukur dari As jalan;



(3) Garis sempadan bangunan pada jalan lokal {rencana lebar jalan maksimum 10 M) maksimal 11 M
diukur dari As Jalan;
(4) Garis sempadan bangunan pada
ditetapkan 6 M diukur dari As jalan;
{5) Garis sempadan bangunan terhadap sungai {sempadan sungai) :
a. Sekurang-kurangnya 100 M di kiri karan gungai besar dan 50 M di kiri kanan anak sungai yang
berada diluar permuliman; o |
b. Sekurang-kurangnya 10 — 15 M (diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi) di kiri
kanan sungat yang berada dikawasar permulkiman.
{6) Garis sempadan pagar depan minimal 5 M urituk jalan arte, jalan kolektor, jalan lokal dan 3 M
untuk jalan setapakigang diukur dari pinggir got;

(7} Sempadan bangunan dengan pagar batas persit samping dan belakang minimal 2 M, kecuali ada

jolan setapakfgang (rencana lebar jalan maksimum 4 M)

persetujuan dari tetangga yang saling berbatasan (penyanding);
(8} Pada areal sempadan banguran/dapat dibangun bangunan :
a. Pagar

b. Taman, tempat parkir tanpa atap
' Pasal 22

Penetapan garis sempadan hangunen .sebagaimana dimaksug pada pasal 31 diatas akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Paragraf 10
Pagar

_basal 33

(1) Setiap bangunan yang dibangun dite
depan, kecuali ruko dan sejenisnya;

(2} Tinggi pagar yang berbatasan dengan jalan maksimal 1,5 M dari pemukaan hataman/trotoar datam

bentuk transparan, atau maksimal 2 M dag permukaan halamanftrotoar dalam bentuk transparan
atay tembus pandang untuk fumah tempat tinggal, sedangkan untik bangunan tempat usaha
dapat lebih dari 2 M dengan ketentisan 1 M tertutisp, dan selebihnya transparan:

{3) Tinggi pagas samping dan belakang maksimal 2 M dag pesmukaan halaman, kecuali ada
persetiijuan dart penyanding;

(4) Setiap bangunan yang berada pada. sudut jalan dibuat dengan ketentuan tidek mengganggis
pandangan pengendara dari sudut pandang manapun di perempatan jalan dimaksud.

pi jalan wajib dilengkapi dengan pagar pekarangan/pagar

Paragraf 11
Jarak Antara Bangunan

Pasal 34

{1) Jarak antara masa/blok bangunan satu lantai
antara kavling minimum adalah 4 meter;

(2) Setiap bangunan umum harus mempunyat jarak masa / blok bangunan dengan bangunan di
sekitamya sekurang-kurangnya 6 meter dan 3 meter dengan batas kaviing;

{3) Untuk bangunan bertingkat, setiap kenaikan satu lantai jarak antara masa / blok bangunan yang
satu dengan lainnya ditambah dengan 0,5 meter:

yang satu dengan lainnya dalam satu kaviing atau

{4) Ketenluan lebi rinci tentang jarak antar bangunan gedung, mengiku ketentuan dalam stander
teknis yang beraku.
Paragraf 12
Arsitektur Bangunan Gedung
Pasal 35

(1) Setiép bangunan wajib memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan;
{2) Setiap bangunan pemerintah atau kantor BUMN dan BUMD, wajib menggunakan arsitektur dengan
ciri khas Tolaki;



(4)

(5)
(6)

(1)

Setiap bangunan wajib mempergunakan cat bangunan yang serasi dengan lingkungan;
Sefiap bangunan umum waijib dilengkapi dengan fasilitas penuniang mefiputi toilet dan sarana
parkir; |

Ui pinggir jelan arteri dan jalan utama protokel dalam kota fidak boleh dibangun semi permanen.

Paragraf 13
Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 36

Penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan banya beriaku bag; bangunan gedung
yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;

Setiap pemohon yang zkan mengajukan permohonan izin mendirkan banguman, yang mempunyai
jenis usaha atau kegiatan bangunan arealnys sama atay lebih besar dari 5 {lima} hekfar,
diwajibkan untuk melengkapi persyaratan anafisa mengenal dampak fingkungan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1959 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
Untuk pembangunan gedung di kawasan terienty yang memeriukan analisa upaya pengelolaan
lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, harus mendapat rekomendasi dari badan yang
terakreditas; '

Untuk kawasan industr, perhotolan, perumahan real-estate,
mempunyai ketinggian 60 meter atau lebih, paiabuhan iwaii
anallsa mengenai dampak fingungan;

Pelaksanaan dan pengawasan terhadap analisa mengenad dampak lingkungan ditangani oleh
instansi terkalt sesuai dengan Peraturar Perundang-iindangan yang berak:

Bagi permohonan izin mendikan bangunan dalam mengajukan permohonan tersebut hams
diserai rekomendas! dari instansi yang menangani masalah analisa mengenai dampak fingkungan;
Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan Peraturan
yang berlaky, dan izin mendirikan bangunannya dapat dicabut oleh Bupati.

pariwisata gedung bertingkat yang
bkan untuk melengkapi persyaratan

: Paragraf 14
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Pasal 37

Persyaratan tata bangunan untuk suaty kawasan lebih
rencana tata bangunan dan lingkungan;
Dalam menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan, Pemerintah Daerah akan
mengikutsertakan masyarakat, pengusaha dan para ahli agar didapat rencana tata bangunan dar
lingkungan yang sesuai dengan kondisi k3ivasan dan masyarakat setempat;

Rencana tata bangunan dan lingkungan disusun berdasarkan yang telah ditetapkan dan kemudian
alkan difinjau kembali setiap 5 {lima) tahun;

Rencana tata bangurian dan lingkurgan ind,
suaty ingkunganfkawasan dalam rangka
yang berkelanjutan dari aspek fungsion
tenmasuk ekologi dan knalitas visual:

lanjut akan disusun dan ditetapkan dalam

-digunakan tntuk pengendalian pemanfaatan ryang
perwujndan kualitas bangunan gedung dan lingkurgan
al, sosial, ekonomi dan fingkungan bangunan gedung

Paragraf 14
Pembangunan Bangunan Gadung di Atas dan/atau di bawah
Tanah, Air dan/atau Prasaranan/Saranan Umum

~  Pasal 38

Bangunan gedung yang dibangun diatas dan/atau dibawah tanah, air atau prasarana dan sarana
umum, peagajuan permohonan izin mendirikan bangunan gedung dilakulan setelah mendapatkan
persetujuan dari pihak berwenang;

Perselujuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), harus memperhatikan pertimbangan teknis dar
tim ahli bangunan gedung dan pendapat publik.



(1)

Q)

(4)

a.

b.
c.
d

Pasal 39

Pembangunan gedung dibawah tanah yang melintasi prasarana danfatau sarana umum
sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, harus -

Sesuai dengan rencana tata ruang; :
Tidak untuk fungsi hurian atay fempat tinggal;
Tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada dibawah tanah:
Memenuhi persyaratan kesehatan sesuai fungsi bangunan gedung;
Memiliki sarana khusus: untuk kepentingan keamanar dan keselamatan bagi penggunan
bangunan gedung; dan é -
f. Mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
Pembangunan bangunan gedung diatas dantatay dibawah alr, harus
- Sesuai denganrencana tataruang;
Tidak untuk fungsi hunian atau termpat tinggal; .
Tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada dibawahnya dan/atau diatasnya;
Tetap memperhatikan keserasian bangunan gedung terhadap lingkungannya;
Memenuhi persyatan kesehatan sesuai fungsi bangunan gedung;

Memeliki sarana khusus untuk kepentingan keamanan dan keselamatan bagi pengguna
bangunan gedung; dan '

g. Mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

LN S
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Pembangunan bangunan gedung dibawah &aniatau diatas air sebagaimana dimaksud dalam
pasal 38, harus

a. Sesuai dengan rencana tata rgang;

b. Tidak mengganggu keseimbangan lingkungan dan fungsi lindung kawasan;

¢. Tidak menimbulkan perubahan arus air yang dapat merysak fingkungan;

d. Tidak menimbulkan pencemaran; dan

e. Telah mempertimbangkan faktor keselamatan, ken
pengguna bangunan gedung.

Pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) harus

memenuhi standar teknis yang beraku.

yamanan, kesehatan dan kemudahan bag

Bagian Kesmpat
Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung

Paragraf 1
Umum

Pasal 40

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persayarat keandalan bangunan gedung meliputi -

Persyaratan keselamatan;

Persyaratan kesehatan;

Persyaratan kemudahanfaksesbilitas; dan
Persyaratan kenyamanan.

Paragraf 2
Persyaratan Keselamatan

Pasal 41

Konstruksi bangunan tertentu seperti-konstruksi beton bertulang, konstruksi baja dan konstruks
kayu harus didasarkan atas perhitungan yang dilakukan dengan keilmuan/keahlia
dengan teliti dan/atau percobaan-percobaan yang dapat dipertanggungjawabkan;
Tiap-tiap bangunan dan bagian konstruksinya harus diperhitungkan beban berat sendir, beban
hidup/beban yang dipikul, beban angin dan gaya gempa;

Dalam pendirian bangunan wajilb menggunakan peraturan/standar tehnik yang berlaku yang
melipul standar nasional ten ng berkaitan dengan
bangunan;

Konstruksi bangunan instalasi listrik, harus dihftung dan direncanakan oleh yang ahli dan
perencanaannya bertanggung jawab atas keamanan perhitungan perencanaannya;

n dan dikerjakan
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Dalam pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

harus mendapatkan
pengawasan yang ketat, baik menyangkut kualitas bahan maupun pelaksanaannya harus sesuaj
dengan gambar, rencana kerja dan syarat-syarat.

Pasal 42

Pemasangan instalasi listik pada ban
tentang Instalasi listrik yang beraku;

Untuk bangunaniruang yang sifatnya khusus dan umum serta sifatnya penting, instalasi listrik tidak
boleh terputus, seperti ruang operasi, lift dan lain-lain;

Bangunan/ruang sebagaimana dimaksud pada ayai (2) selaln menggunakan instalasi listrik, juga
harus memilki pembangkit listrik darurat sebagai cadangan, yang besar dayanya dapat memenuhi
kebutuhan pelayanan,

gunan harus memenuhi standar dan ketentuan/peraturan

Pasal 43

Setiap bangunan tertentu se

perti gedJng-gedung bertingkat, bangunan pelayanan umum, industri
dan instalast-instalasi yang

rawan terhadap bahaya kebakaran wajib memilki sarana dan alat
perlengkapan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan standar
nasional tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta dilengkapi dengan
petunjuk, penyelamatan, pendeteksian sumber ksbakaran dan tanda-tanda/petunjuk arah jalan
keluar yang jelas; -
Uniuk gedung bertingkat hanus dileng

Kapl sarana tangga danwat atew jalan ke luar Khusus untuk
penyetamatan dari bahaya kebakaran dars peturjuk arak jatan ke luar yang jelas.

Pasal 44

Penggunaan bahan bangunan diupayakan semaksimal mungkin menggunakan bahan bangunan
produksi dalam negeri/setempat, dengan kandungan lokal minimal 60%.

Penggunaan bahan bangunan harus mempertimbangkan keawtan dan kesehatan dalam
pemanfaatan bangunannya;

Bahan bangunan yang dipergunakan hatus memenuhi syarat-syaral teknik sesuai dengan
fungsinya, seperti yang dipersyaratkan dalam standar nasional indonesia {SN1) tentang spesifikasi
bahan bangunan yang beraky;

Periggunaan biahan banguriart yang mergaridtng racun atais bahan kimia yang berbahaya, harus
mendapal rekomendasi dari instansi terkait dan dilaksanakan oleh ahlinya;

Pengecualian dari kefentuan pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari Bupati atau pejabat
yang ditunjuk olehnya.

Paragraf 3
Persayaratan Kesehatan

Pasal 45

Jenis, muty, sifat bahan dan peralatan instalasi 4ir minum harus memenuhi standar dan ketentuan
teknis yang beraku; _

Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air minum harus disesuaikan dan aman terhadap
sistem lingkungan, bangunan-banguran lain, bagian-bagian lain dari bangunan dan instalasi-
instalasi lain sehingga tidak saling membahayakan, mengganggu dan merugikan serta
memudahkan pengamatan dan pengendalian;

Pengadaan sumber air minum diambil PDAM atay dasi sumber yang dibenarkan secara resmi oleh
yiaig berwenarig;

Perencanaan dan instalasi ja

ringan air bersih mengikuti ketentuan dalam pedoman ¢an standar
yang berfaku. '
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Pasal 46

Pada dasamya air hujan harus dibuang atau dialirkan ke saluran umum kota;
Jika hal dimaksud pada ayat (1) pasal ini belum {ersedianya saluran umum kota ataupun sebab-
sgbab lain yang dapat diterima oleh yang yang berwenang, maka pembuangan air hujan harus

L melalul proses peresapan ataupun cara-Gara lain yang ditenfikan oleh Kepaia Dinas
Pekerjaan Yrum;

Saluran air hujan :

a. Datam tiap-tiap pekarangan harus dibuat saluran pembtrangan air htjan;

b. Baluran tersebut diatas harus mempisnyal ukuran yang cukup besar dan kemiringan yang
cukup untuk dapat mengalirkan seluruh air tjan dengan baik;

C. Airhujan yang jatuh diatas harus segera disalurkan ke sahran diatas permukaan tanah dengan
pipa atau saluran pasangan terbuka.

Perencanaan dan instalasi jaringan air hujan mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar
teknis yang beraku.

Pasal 47

Seliap bangunan yang dipemnhxkant sebagai fem
pelayanan umum harus dilengkapi dengan KMWG:

Pembuangan air limbah yang berasal dari air mandi, cucian dan air kakus (MCK) tidak boleh
tangsung ke saluran/perairan terbuka seperti sungal, saluran Irigasi, maupun drainase, tetapi harus

disalurkan melalui proses pengelohan melalul septic tank dan/atau peresapan sedemikian rupa
sesual standar yang beraku agar tidak mengganggu kesehatan lingkungan,
Seliap kegiatan pembangunan duekker plat yang dibuat diatas saluran drainase milik umum harus
mengikuti petunjuk dan desain dari instanst teknis atau instansi terkait.

pat kediaman maupun untuk tempat-tempat

_Raseﬂ 43

Setiap pembangunan baru atau perluasan suatu bangunan yang diperuntukan sebagai tempat

kediaman diharuskan melengkapi dengan fempatikotaiciobang pembuangan sampan yang
ditempatkan dan dibuat sedemikian rupa sehingga kesehatan umum terfjamin;

Dalam hal pada fingkungan di daersh perkotaan yang merupakan kotak-kotak sampah induk, maka
sampah ditampung pada TPS, untuk selanjutrya diangkut oleh petugas Dinas Kebersihan:
Datam hal jauh dari TPS, maka sampah

-sampah dapat dibakar dengan cara-cara yang aman atau
dengan cara leinnya; B
Perencanaan dar instalasi tempat pembuatigan sampah mingkuti ketentuan dalam pedoman dan
satandar teknis yang beriaku.

Pasal 49

Sefiap bangunan gedung harus mempunyai ventilasi alam dan/atau ventilasi mekanik/buatan
sesuai dengan fungsinya;

Kebutuhan ventilasi diperhifungkan untuk memenuhi kebutuhan sirkulasi dan pertukaran udara
dalam ruang sesuai dengan fungsi ruang;

Vantilasi alami harus terdii dari bukaan permanen; jendela; pintu atau sarana lain yang dapat
dibuka sesuai dengan kebutuhan dan standar teknis yang berlaku;

Ventilasi alami pada suatu ruangan dapat berasal dan jendela, bukaan, pint, ventilas atau sarana
laifmya dari ruangan yang bersebelahan:

Luas ventilast alami dipeshitungkan minimal seluas 5% dat luas lantak fuangan yang diventitasi:
Sistem ventilasi buatan harus diberikan jika ventilasi yang alami tidak dapat memenuhi syarat;
Penempatan fan sebagai ventilasi buatan harus memungkinkan pelepasan udara secara maksimal
dan masuknya udara segar, atau sebaliknya;

Bilamana digunakan venfilasi buatan, sistem tersebut harus bekefja terus menerus sefama ruangan
tersebut dihuni; '

Penggunaan ventilasi buatan, harus memperhitungkan besaranya perlukaran udara yang
disarankan untuk berbagai fungsi ruang dalam bangunan gedung sesuai pedoman dan standar
teknis yang berlaku.
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disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan fungsi mas

Pasal 50

Setiap bangunan
fungsinya;

Kebutuhan pencahayaan meliputi kebutuhan pencahayaan untuk ruangan di dalam bangunan,

daerah luar bangunan, {alan, taman dan daarah bagian tuar lainnya, termasuk daerah di udara
terbuka dimana pencahayaan dibutuhkan;

Pemanfaatan pencahayaan alami harus diupayakan secara

gedung harus mempunya pencahaan alami dan/atau buatan, sesyai dengan

optimal pada bangunan gedung,

ing-masing ruang didatam bangunan
Jeduny;

Pencahayaan buatan pada bangunan gusdung harus dipilih secara fleksibel, efektif dan sesuai
dengan tingkat lluminasi yang dipersyaratkan sesuai fungst ruang dalam bangunan gedung,
dengan memperiimbangkan efesiensi dan konsesvasi energt yang digunakan;

Besamya kebutuhan pencahiayaan alimi danfatau buatan dalam bangunan gedung dihitung
berdasarkan pedoman dan standar teknis yang berlaku.

. Paragraf 4
Persyaratan Kemudahan/Aksebilitas

Pasal 51

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan

ke, dari, dan didalam bangunan gedung serta kelengkapan sarana dan prasarana dalam
pemanfaatan bangunan gedung;

Kemudahan hubungan ke, dar dan didalasm bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) diatas; meliputi Kemudahan hubungan herizontal; Kemudahan hubingan vertikal, Tersedianya
akses evakuasi serta Fasilitas dan aksebllitas yang mudah, aman dan nyaman bagi penyandang
cacal dan lanjut usta; _

Kelengkapan sarana dan prasaraita sebagaimana dimaksud
untuk kepentingan umum melipuli penyediaan fasilitas

pada ayat (1), pada bangunan gedung
ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah s

yang cukup untuk reang ibadah, ruang
erta fasilitas komunikasi dan informasi.

Pasal 52

Kemudahan horizontal antar ruang daiam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dafam pasal
51 ayat (2) merupakan keharusan bangunan gedung untuk menyediakan pinty dan/atau koridor
antar ruang;

Penyediaan mengenal mengenal juriah, uluran dan konstruksi tekpis pintu dan/atau koridar
disesuaikan dengan fungsi ruang bangunan gedung;

Ketentuan mengenai hubungan horizontat antar ruang dalam bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2) diatas mengikutt ketentuan datam standar teknis yang bertakuy.

Pasal 53

Kemudahan hubungan vertikal dafam bangunan gedung,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) berupa p
serta lift dan/atau tangga berjalan dalam bangunan gedung
Bangunan gedung yang bertingkat harus men
satu dergan yang lainnya dengan mempe
pengguna;

Bangunan gedung untuk parkir harus
sarana akses vertikal lainnya deng
sesuai standar teknis yang berlaku:

Bangunan gedung dengan jumiah 5 (ima) lantai diatas harus dilengkapi dgengan  sarana
transpottast vertikal (liff) yanig dipasanig sesuai derigan kebutuhan dan fungsi bangunan gedung;
Ketentuan mengenal kemudahan hubungan vertika! datam bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3} dan ayat (4}, mengikuti ketentua dalam standar teknis
yang berlaku.

termasuk sarana transportasi vertikal
enyediaan tangga, ram dan sejenisnya
yediakan tangga yang menghubungkan lantai yang
rimbangkan kemudahan, keselamatan dan kesehatan

mepyediakan ram dengan kemiringan terlenty daniatau
an mempertimbangkan kemudahan dan keamanan pengguna
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Pasal 54

Akses evakuasi dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) harus
disediakan didalam bangunan gedung meliputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu
keluar darurat dan jalur evakuas{ apabila terjadi bencana kebakaran atau bencana fainnya, kecuali
rumah tinggat,

Penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat
mudah dan dilengkapi dengan penunjuk arakh yang jelas;
Ketentuan mengenai penyediaan akses evakuast sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
{2), mengikuti ketentuat dalam stardar teknis yarig berlaku.

(1) darus dapat dicapai dengan

Penyediaan fasilitas dan aksebilitas bagi penyandang cacat dan tanjut usia sebagaimana dimaksud
dalam pasal 51 ayat (2) merupakan keharusan’ bagi semua bangunan gedung kecuali rumah
tinggal, '

Fasilitas bagi penyandang cacat dan fanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk
penyediaan fasilitas aksebilitas. dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya;
Ketentuan mengenai penyedian aksebilitas bag penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2), mengikutf ketentuan datam standar teknis yang berlaku.

" Pasal 56

Kelengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam
keharusan bagi semua bangunan gedung untuk kepentingan umum;

Kelengkapan saranan dan prasarana tersebut harus memadai sesuzi dengan fungsi bangunan
umum tersebut; .

Kelengkapan saranan dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
Sarana pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran;

Tempat parkir;

Sarana transportasi vertikal:

Sarana tata udarg;

Fasilitas penyandang cacat, dan

Sarana penyelamatan;

pasai 52 ayat (3), merupakan

o ae o

Bagian Kelima
Persayaratan Kenyamanan dan Bangunan

. Pasal 57

Seliap bangunan yang dibangun dapat -mempertimbangkan factor kenyamanan bagi
pengguna/penghuni yang berada di dalam dan disekitar bangunan. Dalam merencanakan
kenyamanan dalam bangunan gedung harus memperhatikan :

a. Kenyamanan ruang gerak;

b. Kenyamanan hubungan antar ruang;

¢. Kenyamanan kondisi udara;

d. Kenyamanan pandangan; dan N

€. Kenyamanan terfiadap kebisirigan daii getaran;

Ketentuan perencanaan, pelaksanaan, operasi den pemeliharaan kenyamanan dalam bangunan
gedung mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar eknis yang berlaku.



Bagian Keenam
Persyaratan Pendirlan Bangun-Bargunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 58

Bangunan - bangunan adalah suaty
manusia, tetapi merupakan lingkunga
atau bertumpu-pada landasan deng
baik selurthnya atau sehagian
bangunan menara telekomunikasi:

perwujudan fisk arsitektur yang tidak digunakann untuk kegiatan
N yang tercipia oleh sebab kerja manusia yang berdiri diatas tanah
an susunan bangunan tertentu sehingga terbentuk ruang terbatas,
diantaranya berfungsi sebagai bangunan gedung atau sebagai

Paragraf 2
Bangunan Pertandaan

Pasal 59

Dalam membangun bangun-bangunan bery

pa bangunan pertandaan sebagaimana dimaksug dalam
pasal 58, harus terteblh dahuly mendapatkan

izin mendirikan bangunan dari Bupati,

Pasal 60

(1) Bangunan pertandaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 harus dapat mendukung citra dan
Suasana perkotaan yang asti, indah, tertib, nyaman dan aman;
(2) Penempatan bangunan pertandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak boleh merusak
karakter lingkungan. Keserasian lingkungan dai kelestarian lingkungan.

Pasal 61
(1) Bangunan pertandaah. dapat ditempatkan pada bangunar, di dalam pekarangan ruang umum, dan
jembatan penyebrangan;
(2) Penempatan bangunan

pertandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan
dengan titik-titik tempatfiokasi pertandaan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 62

Bangunan pertandaan harus memenuhi persyaratan struktur yang kuat dan aman serta fidak
membahayakan lingkungan dan keselamatan umum.

Paragraf3
Bangunan menara telekomunikasi

Pasal 63

(1) Bangunan menara telekomunikas] sebagaimana dimaksud, harus ku
semua dan harus memenuhi persyaratan teknis yang berlaku;

(2} Penetapan kelingguan menara telekomunikasi harus mendapat rekomendasi dari instansi yang
berwenang;

(3) Perletakan menara telekomunikasi harus memparhatikan aspek lingkungan;

{4) Bangunan menara telekomunikasi harus mempethatikan kelayakan tata ruang, keseimbangan,
keserasian, dan keselarasan bangunan dengan lingkungannya:

at menahan beban angin,
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Menara telekomunikasi bersama (Co Locétio.:r) ditetapkan berdasar kepadatan bangunan.

Pola penyebaran menara telekomunikasi_bersama (Co location) sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), titik lokasinya. Mengacu pada ketentuan yang berlaku.

{7) Meniara telekomunikasi diates bangunan harus mempertmbanckan struktur bangunannya,

BAB VI
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian pertama
Umum

Pasal 64

Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi
dan perbohigkaran; .
Dalam penyelenggaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara
brierkewajiban memenuhi persyaratan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Bab V;
Penyelenggara bangunan gedung terdiri atas pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi,
dan pengguna bangunan gedung.
Pemilik bangunan geduny yang belum dapat memenubi persyaratan sébagaiman dimaksud datam
Bab V, tetap harus memenuhi ketentuan tersebut secara bertahap.

kegialan pembangunan, pemanfaatan pelestarian,

Bagian kedua
Pembangunan
Paragraf 1
Umum
Pasal 65
Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan
beserta pengawasannya;
Pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan baik di tanah milik sendii maupun di tanah milik
pthak 1ain.

Pembangunan bangunan gedung di atas tatiah milik pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan berdasarkan pefjanjian terfulis antara

pemilik dan pemilik bangunan gedung.
Pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan disetujui
oleh pemerintah daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan kecuali bangunan gedung fungsi
khusus. '

Paragraf 2
Pergncindan Teknig )

_ Pasal 66
Perencanaan bangunan terdiri dari :
4. Perencariaah timum
b. Perencanaan bangunan
Perencanaan umum dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan menjadi :
a. Rencana Tala Ruang Wilayah ( RTRW)
b. Rencana detail Tata Ruang (RDTR)

€. Rencana tehknik riang kota (RTRK)
d. Rencana tata bangunan dan lingkungan {RTBL)




(2)

Perencanaan bangunan dimaksud pada ayat (1) huruf b dibedakan menjad; :
a. Rencana arsitekfur.

b. Rencana konstruksi
¢. Rencana instalasi.

) Pasa1_6-7

Rencana arsitektur sebagaimana, dimaksud pada pasal 66 ayat (3) huruf a meliputi -
a. Situasiftata letak bangunan. -

b. Dasar bangunan.

c. Tampak bangunan.

d. Potongan bangunan.

e. Detail arsitektur.

Rencaria konstruksi sebagaliisng, tirmakstid padd pasa 66 ayat (3)
a. Rencana struktur (perhitungan dan gambar)

b. Rencana pondasi
¢. Rencanakap -
Rencana konstruksi sebagaimana, dimaksug pada pasal 66 ayat
a. Instalasi air betsiH

b. Instalasi pengelolaan air hujan

C. Instalasi pembuangan kotoran dan air limbah

d. Instalasi pembuangan gas/uap air

e. Sistem penerangan, akustik dan penghawaan.

f. ‘

g

h

I

hutuf b meliputi -

{3) huruf ¢ meliput; :

Iftstalssi riskanikal
. Instalasi elektrikal,

- Sarana pemadam kebakaran atay hidrand untuk bangunan pasar.
Instalasi penangkal petir,
J. Sistem tangga darurat,

Pasal 68

Untuk mendirkan bangunan harus dibuat rencana bangunan dan fingkungan sekitar bangunan

didalam persil sesuai dengan-rencana detail tata ruang (RDTR) atau rencana peruntukan.

Rencana bangunan untuk usaha harus memiliki izin lokasi dan atau izin prinsip.

Rericana bangunan saty lantsi dengan kenstrisksi sederhiana dapat ditakikan oleh orang yang
berpengalaman atay orang yang ahli.

Rencana bangunan dua lantai atau lebih atay bangunan umum atau bangunan khusus dilakukan
oleh orang yang ahli atau konsultan perencana yang sesuai kualifikasi klasifikasinya.

Perencana bertanggung jawab atas perencanraan ban
18knis yang baiaku. i B
Rencana bangunan harus memenuhi syarat-s
peraturan Daerah ini.

gunan yang direncanakan sesuai ketentuan
yarat teknis sebagaimana dimaksud pada Bab V
Paragraf 3
Pelaksanaan Konstruksi
Pasal 69

Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai setelah pemilik bangunan gedung memperoleh
IMB;

Pelaksanaan konstruksi bangunan geduné harus berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah

disetujui dan disahkan oleh dinas kecuali untuk bangunan gedung umum dan gedung fungsi
khusus; -



{3)

(6)

(1)

)

(3)

perjalan kaki maka pagar kegiatan/proyek

Pelaksanaan konstruksi bangunan gedﬁng da
perbaikan, penambahan, perubatian dan/atay
Dan/atau perlengkapan bangunan gedung.

pat berupa pembangunan bangunan gedung baru,
pemugaran bangunan gedung dan/atau instalast.

Pasal 70

Pelaksanaan konstruisi bangunan gedung melipuli pemeriksaan dokumen pelaksanaan persiapan
lapangan, kegiatan konstruksi, pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi dan penyerahan hasil akhir
pekerjaan; ’

Pemeriksaan dokuren pelakssniaan sebagaiiidtia dimakstid pada ayat (1) meliputi pemeriksaan
kelengkapan, kebenaran, dan keterlaksanaan konstruksi {constructionability} dar semua dokumen
pelaksaan pekerjaan;

Persiapan lapangan sebagalmana dimaksud pada ayat (1} meliputi penyusunan program
pelaksanaan, mobifisasi sumber daya, dar penyiapan fisik lapangan;

Kegiatan kontruksi sebagaimand dimaksii padd ayat (1) melipui petaksanaan pekerjaan
konstruksi fisik dllapangan pembuatan laporan kemajuan pekerjaan, penyusunan gambar kerja
pelaksanaan (shop drawings) dan gambar pelaksanaan pekefjaan sesuai dengan yang
dilaksanakan (as built drawings), serta kegfatan masa pemeliharaan konstruks;.
Pelaksanaan konstruksi bangunan gadung 'sebagaimana dimaksud pada ayat
migngtapkan SRASp-HnsIp kesalamstan b kadshatan keijd (K3);

Keglatan pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pemeriksaan hasil akhir pekefjaan konstruksi bangunan gedung terhadap kesesuaian dengan
dokumen pelaksanaan; has] akhir pekefjaan pelaksanaan konstruksi berwujud bangunan gedung
yang baik fungsi termasuk prasarana dan Ssarananya yang dilengkapi dengan dokumen’
pejaksanaan konstruksl, gambar pelaksaéaﬁ“ﬁekﬁqaan sesttal dengan yang dilaksanakan {as built
drawings), pedon_)an pengoperasian dan pemeliharaaan bangunan geudng peralatan serta
periengkapan emkanikal dan elekirikal bangunan gedung serta dokumen penyerahan hasi
pekesjaan,

(1} harus

Pasal 71

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud daldm pasal 69 ayat {1} untuk bangunan sampai 2
(disa) laritat atais detigan luas sampai 500 m2 (ima ratus meter persegi) dilakukan oleh tenaga
ahliftenaga yang berpengalaman melaksanakan pekerjaan konstruks bangunan gedung;

Pelaksaaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) untuk bangunan lebih dari
2 (dua) lantai atau dengan luas lebih dari 500 m2 {lima ratus meter persegi) atau bangunan spesifik

harus dilakukan olah penyedia jasa yang barbadan hukum yang telah mendapat kualificasi sesuai
denyan bidang dii filla} bisigunia,
Pelaksana harus bertanggung jawah ferhadap pelaksaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2);

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan ayat {2)

harus sesuai dengan
dokumen perencanaan dan persyaratan teknis sarta peraturan

perundang-undangan yang bertaku.
Pasal 72

Sebelum keiatan pelaksaan konstruksj, pada lokasi pelaksanaan konstruksi harus dipasa papan
nama kegiatan/proyek yang mudah dilihat masyarakat umum dan pada batas pekarangan harus
dipagari setinggi paling rendah 2.5 m {dua koma lima meter) dengan memperhatikan keamanan,
keserasian dai kebersihan sekelilingriva dan pagar tidak mielampaui GSJ;

Untuk kegiatan pelaksanaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat mengganggu keamanan

harus dibuat dengan konstruksi pengamanan yang tidak
membahayakan dan mengganggu.

Untuk menerapkan kenyamanan aksebilitas

bagl masyarakat pengguna jalan, maka penyimpanan
matetial bangirian tidak lebik daii 2 % 24 jant



(1

(2

U

{2)

Pasal 73

Dalam kegiatan pelaksanaan konstruksi, pelaksana wajib menyedian bedeng, bangsal kerja,
kafhar mandi, WC untuk para pekerjaariya yahy bersifat sebagal bangunan sementara dengan
terlebih dahulu mendapat arahan teknis dari dinas;

Bangunan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibongkar dan dibersihkan
paling lama 30 hari kalender setelah kegiatan pelaksanaan konstruksi selesai.

Pasal 74

Dalam pelfaksanaan kegiatan konstruksi, jalan dan pintu keluar masuk pada lokasi kegaitan/proyek
membangunan harus dibuat dan ditempatian dengan tidak mengganggu kelancaraan lalu lintas
serta tidak merusak prasarana kota;

Apabila jalan masuk lokasi kegiatan/proyek membangun sebagaimana dimasud ayat (1) melintasi
trotoar dan sajyran umum maka waijib dibuat konstruksi pengaman berupa jembatan sementara
untuk tau lintas kendaraan, kendaraan kefuar dan masik lokesi kegiatan pembangunan,

Dalath kegiatan pelaksandan konstruksi -hdris dilenigkapi dengan alat pemadam api sesuai
ketentuan yang berlaku dan saranan pembersift roda bagi kendaraan yang keluar dari fokas
kegiatan/proyek pembangunan.. :

Pada kegiatan pelaksanaan konstruksi yang tingginya lebih dari 10 (sepuluh) lantai atau lebin dari
40w (empat puluh weter) atau yang berada pada kawasan keselamatan operasi penerbangan
(KKOP) hariis dilhgkapl denigar lanipti tandd uiituk misnghindan kecelakaan laly lintas udara,
sesual dengan ketentran peraturan perudang-undangan.

Penempatan dan pemakaian bahan maupun peralatan untuk kegiatan pelaksaan konstruksi tidak
boleh menimbulkan bahaya dan/atau gangguan terhadap lingkungannya.

Segala kerugian pihak lain yang ditimbulkan akibat kegiatan pelaksanaan konstruksi dan
ketusakan fisik lingkuigan yang™ ditimbulkas, Hienjadi beban dan tanggung jawab pelaksana
dan/atau pemilik bangunan.

Pelaksanaan penggantian terhadap kerugian sebagaimana imaksud pada ayat (6) dilaksanakan

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara pelaksana dan atau pemilik bangunan dengan
pihak yang disugikan dan dapat di fasilitast oleh pemerintah dasrah.

Pasal 75

Dalam kegiatan pelaksanaan konstruksi, penggalian pondasi atau basement yang memerlikan
dewatering (penufunan muka air) pelaksanaannya tidak boleh merusak lingkungan sekitamya.

Tala cara dan persyaratan pelaksanaan dewatering (penurunan muka air} ditetapkan oleh dinas,
sesual dengan peraliran periitidarnig-untsmgan,

Pasal 76

Pekerjaan tertentu yang menurut sifat dan jenis pengamatannya memeriukan keahlian khusus
harus dilakukan oleh tenaga ahii. .
Percobaan pembebanan untuk strukstru bangunan harus dilaksanakan oleh petaksana dan

diawasi oleh direksi pengawas serta mengikuti persyaratan teknis, standar dan prosedur yang
berlaku. N

Pasal 77

Bila muncul suatu keraguan mengenai keamanan dari suatu struktur atau komponen struktur,
dinas dapat meminta supaya dilakukan penelitian terhadap kekuatan struktur.

Apabila pemasangan bahan finishing hasilnya dinilai kurang memenhi persyaratan maka harus
dilakukan perbaikan/penggantian,




1
(2)

()

kelelahan tiang dimaksud akibat pemancangan.

Apabila mutu bahan hasil pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak memenuhi
persyaratan maka dinas dapat memerintahkan untuk mengganti bahan y

ang sudah terpasang.
Mty bahan struktur bangunan yang belum lazim digunakan harus dibuktikan dahuly dengan test
atau difi dengan test laboratrotium pengujian yany ditunjuk oleh dinas.

Pasal 78

Pada pekerjaan pondasi tiang pancang yang menggunakan sambungan harus dilakukan
pengawasan dan pengamatan oleh tenaga ahli,

Pada pekerjaan pondasi tiang baja, harus dilakukan penga\#asan dan pengamatan terhadap gejala

Pasal 79
Pengamangp wajib dilakukan pada
bangunan dilokasi yang berbatasan.

Dinas dapat memerintahkan untuk” mengubah sistem pondasi yang dipakai apabita dalam
pelaksanaannya menggangqu atau membahayakan keamanan dan kesslamatan disekitamya.

pelaksanaan pondasi yang dapat mengganggu stabilitas

Pasél 80

Pada pelaksanaan kegiatan membangunan bangunan tinggi dan/atau bangunan lainnya yang
dapat menimbulkan bahaya, wajib dipasang jaring pengaman,

Pada pelaksanaan kegiatan membangunan bangunan bertingkat, pembuangan puing dan/atau
sisa bahan bangunan dati lantai tingkat Yairiss dilaksanakan dengan system tertentu yang aman,
tidak membahayakan dan mengganggu lingkungan.

Pelaksana dan/atas pemilik bangunan wajib den
dan/atau memperbaiki segala kerusakan terhadap
akibat pelaksanaan pembangunan;

Pelaksanaan pembersitan dan perbaikan teftadap kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara pelaksana dan atay pemilik
bangunan dengan pihak yang dirugikan dan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah

gan segera membersihkan segala kotoran
lingkungan ataupun sarana prasarana kota

Pasal 84

Apabila dalam pelaksanaan pembangunan terjadi kegagaian struktur maka pembangunan harus
dihentikan dan dilakukan pengamanan terhadap manusia dan lingkungannhya.

Apabila hasil penelitian terhadap kegagalan strukiur sebagaimana dimaksud pada ayat {1) pasal ini

ternyata tidak dapat diatasi dengah penguatih dan dapat mengakibatkan penurunan struktur maka
bangunan tersebiit hiaris dibongkar.

‘Pasal_ 82

Pengawasan konstruksi bangunan gedung merupakan kegiatan pengawasan pelaksanaan
konstruksi atau kegiatan mariajemert konstriuksi pembangunan barigunan gedung.

Kegiatan pengawasan pelaksanaan kenstruksi bangunan gedung sebagimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pengawasan biaya, muty dan wakly pembangunan bangunan gedung pada tahap
pelaksanaan konslruksi, serta pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan gedung.

Kegiatan manajemen konstruksi pembanguran bangunan gedung sebagimana dimaksud pada yat
{1} meliputi pengeridalian bidya, mutd dalif wWaktii pembangunan bangunan gedung, dari tahap
perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, serta pemeriksaan kelayakan
fungsi bangunan gedung.



SUEPRNEIVES 4 =

(4)

(2)

Pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan gedung sebaimana dimaksud pada ayat
meliputi pemeriksaan kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselama
kenyamanan, dan kemudahan, terhadap IMB gedung yang telah diberikan.

(2) dan ayat (3)
tan, kesehatan,

Pasal 83

Pemerintah daerah berwenang memarintahkan penghentian/penutupan kegiatan pelaksanaan

konstruksi, meninggikan atau merendahkan dan/atau  mengubah lingkungan, danfatau

memundurkan pagar atau batas pagar atay batas pekarangar untuk kepentingan umum seperti

8. Menghentikan atau misriutups kegiatan balaksshasn KonstiRsi yarig difillai belum sesuai dengan
ketentuan sampai yang bertanggung jawab atas bangunan tersebut memenuhi persyaratan
yang ditetapkan; '

. Memerintahkan pemilik pekarangan unfuk meninggikan, merendahkan dan merubah luas
pekarangan sehingga serasi dengan sarana dan prasarana lingkungan yang ada;

. Memerintahikan pemilik pekarangan untik fieninggikan, merendahkan dan memundurkan
pagar atau batas pekarangan untuk kepertingan umum;

d. Memerintahkan untuk melakukan perbaikan, penyempumaan terhadap gangguan kesehatan
dan keselamatan jiwa manusia: dan

e. Momerintahkan, menyetujui atau menolak dilakukannya kegiatan pelaksanaan konstruksi,
perbatkan atd penibongkaran sardna st praarand figkurigan oleh pemilik bangunan atali
lahan,

Bupati berwenang untuk menetapkan ketentuan pengawasan bangunan pada lungkungan khusus

atau lingkungan yang dikecualikan dari ketantuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah

in dengan memperimbangkan keserasian lingkungan dan pendapat tim ahii bangunan.

Pasal 84

Pengawasan pelaksanaan peke
dari dinas.

Selama pekerjaan mendirkan bangunan dilakukan, pemohon IMB diwajibkan agar menempatkan

salinan garmbar IMB besetta lampirannya dilokasi pekefjazh ntuk kepentingan pemeriksaan oleh

petugas.

Petugas dinas berwenang untuk :

a. Memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan

b. Memeriksa apakah bahan bangunan
bangunan (PUBB) dafi RKS;

¢. Memerintahkan menyingkirkan bahan bangunan yang tidak memenyhi syarat, demikian pula
alat-alat yang dianggap berbahaya serta meruldkan keselamatan/kesehatan umum;

. Memerintahkan membongkar atay mengnentikan segera pekerjaan mendirikan bangunan,
sebagian atau seluruhnya untuk sementara wakty apabila ;
1) Pelaksanaan mendirikan bangunan menyimpang daf izin
syarat yang telah ditetapkan;
2) Peringatan tertulis dari dinas tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

fjaan dapat dilakukan oleh pengawas yang sudah mendapat izin

pekerjaan mendirikan bangunan setiap saat;
yang digunakan sesuai dengan persyaratan urnum bahan

yang telah diberikan atau syarat-

Bagian ketiga
Tim AhTi Bafigufign Gediing

Pasal 85

Tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
pasal 109, dani pasal 179, dilgtapkan cleh Bipati.

Masa kerja tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 1 (satu)
tahun, kecuali masa kefja tim ahli bangunan gedung fungsi khusus diatur lebih lanjut oleh menter,

pasal 38, pasal 83, pasal 95, pasal 102
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Keanggotaan tim ahli bangunan gedung sebagimana dimasud pada ayat (1) dan ayat
ad hoc, independen, objekt; dan tidak mempunyai konflik kepentingan.
Keanggotaan tim ahli bangunan gedung ssbaimana dimaksud pada ayat (1)
atas unsur-unsuir pergunian tingg, asosizsi profes], masyarakat ahll, dan Instansi pemerintah yang
berkompeten dalam memberikan pertimbangan teknis di bidang mbangunan g

edung yang meliputi
bidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan, struktur dan kons

truksi, mekanikal dan
elekirikal, permanan/lansekap, lingkungan, tata ruang daiamfinterior serta keselamatan dan
kesshatan kerja serta keahlia

n lainnyayang dibutuhkan sesuai dengan fungsi bangunan
gedungnya.

Rekruitmen keanggotaan tim ahli ban
ayat (4) dilakukan secara terbukaltra

(2) bersifat

dan ayat (2) terdiri

gunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
nsparan, dengan mengutamakan tenaga ahii setempat.

- Pasal 86

Pertimbangan teknis tim ahi ban
pelayanian perizinan,
Pertimbangan teknis tim ahij bangunan gedung berupa hasil pengkajian objektif terhadap

pemenuhan perysaratan teknis yang mempertimbangkan unsur klarifikasi dari bangunan gedung
termasuk pertimbangan aspek ekonomi, sosial dan budaya.

g\lhan gedung harus tertulis dan tidak menghambat proses

Baglan keempat
Pemanfaatan

.Paragraf 1
Umum

Pasal 87

Pemanfaatan bangunan gedung merupakan
dengan fungsi yang ditetapkan dalam IMB
pemeriksaaan secara berkala,

Pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pengguna bangunan gedung sefelah ban
persyaratan layak fungsi. _
Pemanfaatan barigunai geduny wajib dilsksshakan olst pemilik atau pengguna secara tarti
administratif dan teknis untuk menjamin kelayakan fungsi bangunan gedurg tanpa menimbulkan
dampak penting terhadap liengkungan.
Pemillk bangunan gedung untuk ke
terhadap kemungkinan kegagalan ba
Pembiangunan gedung dinyatakan
perysaratan teknis, sebagaimana d
ini.

Pemeliharaan, perawatan, dan pemerksaan secara
dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan
Ketentian miengerdi atd o
bangunan gedung mengikuti pedo

kegaitan memanfaatkan bangunan gedung sesua
termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan

pada ayat (1) ditakujan oleh pemilik atau
gunan gedung tersebut dinyatakan memenuhi

pentingan umum harus pengukuli program pertanggungan
ngunan gedung selama pemanfaatan bangunan gedung.

memenuhi persyaratan layak furigsi apabila telah memenuhi
imaksud dalam pasal 9, pasal 10, pasal 11 peraturan daerah

berkala pada bangunan gedung sebagaimana
agar tetap memenuhi persyaratan layak fungsi.

pemielinaradh, perawatan dan perieriksaan secara berkala
man teknis dan standarisasi nasional yang berlaku.
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Paragraf 2
SLF Bangunan Gedung

Pasal 88

Dinas meneritken SLF terhadap bangunen gedung yeng telah selesal dibangun dan telah
et persyaralan Rk fungel betdakarken fh pererksaan Kelayakan furigs)
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pesal 115 ayat (4) sebagai syarat untuk dapat
dimanfaatkan, B

Pemberian SLF bangunan
dan tanpa dipungut biaya.
SLF sebagaimania dimaksud pada ay
tinggal tunggal dan rumah tin

gedung dilakukan dengan mengkuti prinsip-prinsip pelayanan prima

at (1) berlals selaima 20 {dua puish) tahun ik rumah
ggal deret, serta berlaku 5 {ima) tahun untuk bangunan gedung

Prosedur dan fata cara

penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat
Peraturan Bupati,

S

(1) diatur dengan

Pasal 89

Pemilik bangunan sebelym memanfaatkan bangunan, wajib mengajukan permohonan SLF.
Persyaratan Permohonan SLF sebagimana gdimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Berita acara pemeriksaan daridinas;
0. Gambat yag sesual detigais pelaksanan (s buit drawing); dan
¢. Fotokopi IMB.

Apabila berdasarkan berita acara
dinas menerbitkan SLF.

Apabila berdasarkan berita acara sebagaima dimaksud pada ayat {
betitiik Bangunan dati/atit petitanfastan bartinsn Sebayairisng yang
maka pemilkk diwajibkan seg

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sudah sesuai denganiMB,

2}, ditemukan perubahan
telah ditetapkan dalam IMB
era mengajukan permchonan IMB yang baru kepada Bupati,

Pasal 90

Untuk bangunan yang telah ada, khususnya bangunan umum wajib dilakukan pemeriksaan secara
berkala terhadap kelayakan fungsinya.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditakukan oleh dinas dengan ketentuan :
Untuk bangunan gedung sefiap § (iima) tahun sekali; dan
Untuk bangun-bangunan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Atas hasll pemeriksaan betkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinas mengadakan
penelitian mengenai Syarat-syarat administrasi maupan teknis.
Dinas memberikan SLF apabita bangunan yan

g diperiksa telah memenuhi persyaratan teknis dan
administratif.

Pasal 91

Perpanjangan SLF bangunan gedung pada masa pemanfaatan diterbitkan oleh pemerintah daerah
dalam jangka waktu 20 (dua paluh) tahun untuk rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret,
dan dalam jangkawatku 5 {lima)tahun untuk bangunan gedung lainnya, berdasarkan hasil
pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan gedung terhadap pemenuhan perysaratan teknis dan
fungsl biangtinai yeding Sestar denigar IMB Jedtin
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(6)

SLF bangunan gedung diberikan atas dasar pemintaan pemilik untuk seluruh atau sebagian
bangunan gedung sesuai dengan hasil pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan gedung.
Pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh penyedia jasa pengkajian teknis banguria-yedung, kecuall untuk rumah tinggal tunggal dan
rumah tinggal deret oleh pemerintah daergh. .

Pasal 92

Dalam rangka pengawasan penggunaan bangunan, petugas dinas dapat meminta kepada pemilik
bangunan untuk memperihatkan SLF beserta lampirannya.

Dinas dapat menghentkan penggunaan bangunan apabila pemilik bangunan tidak memiliki SLF
danfatau bangunan penggunaannya tidak sesuai dengan SLF.

Penghentian, Penggunan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
terlebih dahulu memberikan surat peringatan tertulls.

Apabila pemilik bangunan tidak mengindahkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dinas dapat mencabut SLF.

Tata cara pencabutan sebagaimana dimalsud pada ayat (4) diatur dengan peraturan bupati.

_ Paragraf 3
Pemeliharaan bangunan gedung

Pasal §3

Pemeliharaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 harus dilakukan oleh
pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dan dapat menggunakan penyedia jasa
pemeliharaan bangunan gedung yang memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. '

Kegiatan pemelharaan bangunan gedung mefiputi pembersihan, perapian, pemeriksaan,
pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan bangunan gedung, dan
kegiatan sejenis lainnya' berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunaan
gedung. . |
Hasil kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dituangkan dalam laporan
pemeliharaan yang digunakan untuk pertimbangkan penetapan perpanjangan SLF yang ditetapkan
oleh Bupati.

Dalam hal pemelifiaraan ‘menggunakan pényedia jasa pemeliharaan sebagimana dimaksud pada
ayat (1), maka pengadaan jasa pemeliharaan bangunan gedung dilakukan melalui pelelangan,
pemilihan langsung, atau penunjukan langsung.

Hubungan kerja antara penyedia jasa pemeliharaan bangunan gedung dan pemilik atau pengguna
bangunan gedung harus dilaksaﬁ.akan ber&ésarkan- ikatan kerja yang dituangkan daiam perjanjian
tertulis sesudi dengan peratiran perundang-indangan. .

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemsliharaan bangunan gedung diatur dengan
peraturan bupati.

\.

Pasal 94

Kegiatan pelaksanaan pemeliharaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2)
harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).



(5)

)

Kegiatan pelaksanaan perawatan ban
harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

(1)
(2

(2)

Paragraf 4
Perawatan Bangunan Gedung

Pasal 95

Perawatan bangunan gedung sebageimana’ dimaksud dalam pasal 87 dilakukan oleh pemilik
danfatau pengguna bangunan gedung dan dapat menggunakan penyedia jasa perawatan
bangunan gedung yang memitiki sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Hubungan kerja antara penyedia jasa perawatan bangunan gedung dan pemitik
bangunan gedung harus dilaksanakan berdasarkan ikatan kerja yang dituangkan d
tertulis sesual dengan paraturan perundang-undangan.

Keglatan perawatan bangunan gedung sébdgainiana difiaksud pada syat (1) meliputi perbaikan
dan/atau penggantian bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan
sarana berdasarkan dokumen rencana teknis perawatan bangunan gedung.

Rencana teknis perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
penyedia jasa peawatan bangunan

dedung dengan mempertimbangkan dokumen pelaksanaan
konstruksi dan tiigkat kerusakan bangunar geding.

Perbaikan dan/atau penggantian dalam
kerusakan sedang dan berat dilakukan
gedung disetujui oleh Bupati.
Persetujuan rencana teknis perawatan bangunan gedung tertenty dan yang memiliki kompleksitas
teRnis tiriggi ditakiikati setistah inndapat perimbarigan i akl biangtinan gedung.

Ketentuan lebin lanjut mengenai tata cara perawatan bangunan gedung diatur dengan peraturan
Bupati.

atau pengguna
alam perjanjian

Kkegaitan perawatan bangunan gedung dengan tingkat
setelah dokumen rencana teknis perawatan bangunan

Pasal 98

gunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1)

Pasal 97

Pelaksanaan konstruksi pada kegaitan
degnan pasal 81.

Hasil kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) dalam laporan

perawatan mengikuti ketentuan dalam pasal 69 sampai

-perawatan yang digunakan urntuk pertimbangan penetapan perpanjangan SLF

yang ditetapkan
oleh Bupati.

Paragraf 5
Pemeriksaan Secara Berkala
Bangunan gedung

B

Pasal 98

Pemeriksaan secara berkala bangunan gedung sebagaimana dimaksud datam pasal 87 ayat (7)
dilakukan oleh pemilik danfatau pengguna bangunan gedung dan dapat menggunakan penyedia
jesa pengkajian teknis bangunan gedung yang memiliki sertifiat sesuai degnan peraturan
pemnd—aihg-uﬁda’ngan.

Pemeriksaan secara berkala bangunan gedung dilakukan untuk seluruh atau sebagian bangunan
gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana dalam rangka pemeliharaan
dan perawatan bangunan gedung, guna memperoleh perpanjangan serfifikat layak fungsi.



)
(4)

(2)

3

(1)
{2)

(4)

“bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasa 98 ayat (

dan fingkunganfiya sebagaimana dimaks

Kegiatan pemeriksaan secara berkala bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dicatat dalam bentuk laporan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan secara berkala bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati,

Pasal 99
Dalam hal pemeriksaan secara berkala menggunakan tenaga penyedia jasa pengkajian teknis

1) maka fingkup pelayanan jasa
pengkajian teknis bangunan gedung harus meliputi :

a. Pemeriksaan dokumen administratif,
gedung;

b. Kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis
tefmasuk pengujian keandalan bangunan gedung;

C. Kegiatan' analisis dan evaluasi: dan Xegiatan penyusunan faporan,

Hubungan 'kerja antara penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung dan pemilik atay

pengguna bangunan gedung harus dilaksanakan berdasrkan ikatan kerja yang dituangkan dalam

perjanjian tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengkajian teknis 'bangunan gedung ditakdkan Berdasarkan kerangka acuan kerja dn dokumen
ikatan kerja.

pelaksanaan, pemeliharaan dan perawatan bangunan

~

Paragraf 6
Pengawasan Pemanfaatan
Bangunan Gedung

Pasal 100

Pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan gedung dilakukan pada saat pengajuan
perpanjangna SLF danfatay adanya laparan.dari masyarakat,

Dinas melakukan pengawasan ferhadap bangunan gedung Yang metniliki indikasi perubahan

fungsi danjatau bangunan gedung yang membahayakan fingkungan.

Bagian kelima
Pelestarian

Paragraf 1
Umum

Pasal 101

Bangunar gedung dan ‘lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan harus difiridungi dan dilestarikari.

Penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan” oleh pemerintah daerah dan ata pemerintah dengan

memperhatikan ketentuan perundang-undang '

Pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan, serta pemeliharaan atas bangunan gedung
td pada-ayat ( 1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak

mengubah nilai dan atau karakter cagar budaya yang dikandungnya.

Perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya yang

ditakukan menyalahi ketentuan fungsi dan atau karakter cagar budaya, harus dikembalikan sesuaj
dengan peraturan perundang-undangan.



(5)

(1)

()
)

(5)

Ketentuan mengenai periindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) serta teknis pelaksanaan perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan mengikuti ketentyan
pedoman teknis dan Standarisasi nasional yagn beriaku.

Paragraf 2
Penetapan bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan

Pasal 102

Bangunan gedung dan lingkungannya sebagai benda cagar budaya
dilestarikan merupakan bangunan

mewakili masa jaya sekurang-kura
penting sejarah, ilmu pengetahuan,
Pemilik masyarakat, pemerintah

gedung dan fingkungannya yang mermenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1} untuk
dilingtingi dan dilestarikan,

yang dilindungi dan
gedung berumur paling sedikit 50 {ima puluh) tahun, atay
ngnya 50 (ima puiuh) tahun, seria dianggap mempunyai nilai
dan kebudayaan termasuk nilai arsitektur dan teknologinya.

Keputusan penetapan bangunan gedung dan liagkungannya yang dilindungi dan dilestarikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada pemilik.
Penetapan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dapat difinjau secara berkala setiap § (lima)
tahun sekali.

Pasal 103

Penetapan bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 101
berdasarkan kasifikasi fin

gkat -periindungan dan pelestarian bangunan pengetahuan, dan
kebudayaan termasuk nilai arsitektru dan telmologi,

Klasifikasi bangunan gedung dan fingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
Kasifikasi utarna, madya dan pratama.

Klasifikasi utama sebagaimana dimaksug pada ayat (2)

diperuntukkan bagi bangunan gedung dan
lingkungannya yarnig setara fisik bentuk aslinya sama se

kali tidak boleh diubah,

pelestariannya,
Klasifikasi pratama sebagaitiana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi bangunan dan
lingkungannnya ¥ang secara fiskk beniuk aslinya dapat diubah sebagian dengan tidak mengurangi

nilai-nilai periindungan dan pelestariannya serta dengan tidak menghilangkan bagian utama
bangunan gedung térsebut.

peruridang-undangan.

Pasal 104

Pemerintah dan alau pemerintah
biangunan geduing daf lingkungaiiny
102 dan pasal 103;

daerah melakukan identifikasi dan dokumentasi terhadap
a yang miemenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal



(2)

O

{2)

@)

)

)

Identifikasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliput :

a. Identifikasi umur bangunan gedung, sejarah kepermilikan, sejarah penggunaan, nilai arsitektur,
ilmu pengetahuan dan teknologinya, serta nilai arkeologisnya;

b. Dokumentasi gambar teknis dan foto banigiinan gedung serta fingkungannya.

Paragraf 3
Pemanfaatan bangunan gedung Yang dilindungi dan dilestarikan

Pasal 105

Pemanfaatan bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan sebagainmana dimaksud dalam
pasal 101 ayat (2) - dilakukan oleh pemilik dan atau pengguna sesuai dengan kaidah pelestarian
dan kiasifikasi bangunan gedung yang dilindungt dan dilestarikan serta sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal bé“ngunan gedung dan atau lingkungannya yang telah ditetapkan menjadi cagar budaya
akan dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidiken, iimu pengetahuan
dan kebudayaan, maka pemmanfaatannya harus Sesuai defigan ketentiian dalam Klasifikasi tingkat
periindungan dan pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya.

Dalam hal bangunan gedung dan atau lingkungannya yang telah ditetapkan menjadi cagar budaya
akan dialihkan haknya kepada pihak Iain, pengalihan haknya harus dilaksanakan sesuai dengan
perturan pamndang—undm\gm

Dalar hiat barigiiriait gediing dait atau linkitig
akan diafihkan fungsinya, maka fungsi yang
dengan klasifikasinya.

atiriya yaig telah ditetapkan menjadi cagar budaya
yang baru harus memperhatikan kesesuaian bangunannya

Setiap pemilik dan atau pengguna bangunan gedung dan atau lingkungannya yang dilestarikan
wajib melindungi bangunan gedung dan atau lingkungannya sesual dengan klasifikasinya.

Pasal 106

Bupal dapat menetapkan atau memberikan insentif kepada pemilik dan atau pengguna bangunan
gedung yang dilindungi dan atau dilestarikan.

Insentf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk -

a. Keringanan dan atay pembebasan pajak dart atau retribusi:

b. Bantuan dana untuk pemeliharaan, perawatan dan atau perbaikan: atau

C. Bentuk insentf lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian insentif ssbagaimana dimaksud pada ayat (2} disesuaikan dengan Kiasifikasi bangunan
dan kemampuan pamerintah dasrah.

Pasal 107

Pelaksanaan pemelibaraan, perawatan, pemeriksaan, secara berkala bangunan gedung dan
lingkunigannya yang dilindungi dan atay..dilestarikan dilakukan oleh pemilik atau pengguna
bangunan gedung atau pihak tain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang beriaku.

Khusus untuk pelaksanaan perawatant sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat rencana
teknis pelestarian bangunan gedung yang disusun dengan mempertimbangkan prinsip
perindungan dan pelestarian yang mencakup-keaslian prinsip periindungan dan pelestarian yang
mencakup keaslian bentiik, tata Istak, syt strukti, Peaggunaan bahan bangunan, dan rila-
hilai yang dikandungnya sesuai dengan tingkat kerusakan bangunan gedung dang ketentuan
klasifikasinya.



Pasal 108

(1) Pemugaran bangunan gedung yang dilin-d!'mgi, dan dilestarikan merupakan kegiatan memperbaiki
dan‘memulihkan kemibalj bangunan gedungkebentuk aslinya, -
{2) Pelaksanaan pemugaran bang

unan gedung dan lingkungannya yang difindungi dan atau
dilestarikan dilakukan sesuai d

engan ketentuan dalam pasal 69 dan pasal 81.

(3) Pelaksanaan pemugaran harus memperhatikan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja {K3),
periindungan dan pelestarian yang menckup keaslian bentuk, tata letak dan metode pelaksanaan,

sistem struktur, pengglinaan bakan banigiiian, dan nilai sejarah, itmu pengetahuan, dan

kebudayaan termasuk nilai arsitekiry dan teknologi.

Penambahan bangunan. bars pada bangunan cagar budaya klasifikasi madya dan pratma

sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (2), harus meperhatikan ketentuan yang berlaku.

- Pasal 109

Dalam hal pem'anfgétan terhadap bangunan.gedung yang dilindungi dan dilestarikan tidak dilaksanakan
sesuat ketantuan dalam pasal 64, pasal 65, pdsal 66, pasal 67 dani pasal 68, maka bupati berwenang
untuk ;

a. Menghentikan pemanfaatan dan atay kegaitan
bangunan gedung yang dilindungt dan dile
teshadap rencana pemanfaatan, pemelihasrazn
gedurig dengai bersedoiiah pada peratural peRidah-undatigan yang beriaku,

b. Memberikan sanksi adminstratif dan atau sanksi pidana kepada pemilik adan atay pengguna sesuai
peraturan perundang-undangan yang beraku.

pemeliharaan perawatan, dan pemugaran terhadap
starkan. unuk selanjutnya dilakukan pengkahjian
perawatan, dan pemugaran oleh tim ahii bangunan

Bagian kaenam
Pembongkaran

Paragraf 1
Uit

Pagal 110

(1) Bangunan gedung dapat dibongkar apabila :
a. Tidak layak furigsi dan tidak dapat diperhaiki.
b. Dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung dan atau linngkungannya.
¢. Tidak memiliki izin mendirian bangunan.

(2) Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b
ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan hasil pengkajian feknis. Pen
bangunan gedung sebagaimana dimaksud ajat 2,
pengkaji pemilik bangunan gedung.

(3) Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak luas terhadap keselamatan umum dan
lingkungan harus dilaksanakan berdasrkan rencana teknis pembongkaran yang telah disetujui oleh
bupati atau pejabat yang ditunjuknya. Ketentuan mengenai tata cara pembongkaran bangunan
gedung mengikuti paderian tekiis dan Staianssy fiasionial yang beraku,

Paragaraf 2
Penetapan Pembongkaran

gkajian teknis
kecuali antuk rumah tinggal, dilakukan oleh

Pasal 111

(1) Dinas mengidentifikasi bangunan gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdarkan hasil
pemieriksaari dan atiu laporan dari masyarakat,



(2) Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
8. Tidak layak fungsi dan tidak dapat diperbalki:
b. Dapat merimbulkan bahaya dalam pemnafaatan ruan
¢. Tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

{3} Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf a dan b
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil pengkajian teknis dari dinas dalam bentuk rekomendasi.
(4) Pengkajian teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali untuk rumah

tinggal tunggal, dilakukan oleh pengkaji teknis dan pengadaannya menjadi kewajiban pemilik
bangunan gedung. ' -

(5) Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyal dampak luas terhadap keselamatan umum dan

lingkungan harus dilaksanakan berdasrkan rencana teknis pembongkaran yang ditetapkan oleh
bupall.

g gedung dan atau lingkungannya; dan

(6) Ketentuan mengenai tata cara pembongkaran bangunan gedung mengikuti ketentuan pedoman
teknis berdasrkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berfaku.

. Raragraf 3
Pelaksanaan pembongkaran

Pasal 112

(1) Pemilik bangunan dapat mengajukan permohanan untuk merobohian bangunannya:

(2) Pemmohonan merobohkan bangunan sebagalmana dimaksud pada ayat {1} harus dilengkapi
penjelasan tertulis - .-
a. Tujuan atau alasan merobohkan bangunan;
b. Cara merobohkan bangunan; dan
¢. Halhallain yang secara teknis dianggap periu.

{3) Permohionan migrobolikati bangunah sebsgaiitiaha dimakstid pada ayat (1)
tertulis kepada bupati oleh perorangan atau badanflembaga.

(4) Permohonan merobohkan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dengan dokumen perencanaan perobohan bangunan.

hiarus diajukan secara

harus dilengkapi

Pasal 113

(1) Perencanaan merobohkan bangunan yang menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan umum
dan lingkungan farus dibuat oleh penyedia jdsa persricanaan feknis.

(2) Perencanaan merobohkan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi ;
a. Mekanisme perobohan bangunan; dan

b. Pengawasan pelaksanaan perobohan bangunan.

Pasal 114

(1) Dinas mengadakan peneliian tas perencanaan mesobohkan b
Syarab-syarat administrasi, teknik dan liigktsigas meriurut
diajukkannya perencaniaan merobohkan bangunan.

(2) Dinas memberikan rekomendasi aman atas rencana merobohkan bangunan apabila perencanaan

merobohkan bangunan yang digjukan felah memenuhi persyaratan keamanan teknis dan
eselamatan lingkungan.

angunan yang diajukan mengenai
peratifai yang beraku pada saat

Pasal 115

(1) Pekerjaan merobohkan bangunan dimulai paling fama 5 (lima)

hari kerja setelah surat ketetapan
pembongkaran diterima.



(2) Pekerjaan merohohkan bangunan dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan perobohan
bangunan yang disahkan dalam rekomendasi dari dinas.

Pasal 116

(1) Selama pekerjaan maerobohkan bangunan dilaksanakan, permilik harus menepatkan surat ketetapan
pembongkaran barigunan beserta lampirinya dilokasi pekeijaan untuk kepentinigan pengawasan.,
(2) Dinas dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang

a. Memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan-pembongkaran bangunan;

b. Memeriksa perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk merobohkan bangunan atau
baigan-bagian bangunan yang dirobohken sesual dengan persyaratan yang dituangkan dalam
rekomendasi dirias; dati

C. Melarang perlengkapan, peralatan, dan cara yang digunakan untuk merobohkan bangunan
yang berbahaya bagi pekera, masyarakat sekitar dan lingkungan, serta memerintahkan
mentaati cara-cara yang tefah dituangkan dalam rekomendasi dinas.

" Pasal 117

) Apabila dalam pelaks__anaén pembongkaran temyata menimbulkan dampak, maka kegiatan

pembongkaran harus diﬁ-e&ﬁkﬁn*yemntam den dilakikan pengkajian ulang oleh dinas untuk
mendapatkan rekomendasi lebih lanjut. '

(2) Segala akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan

pembongkaran menjadi tanggung jawab pemilik
dan atau pelaksana,

BABVII
PERIZINAN BANGUNAN

Paragraf 1
Umum

Pasal 118
(1) Setiap orang ataw badan sehelum membangun bangunan harus terebin dahuly memilii izin
mendirikan bangunan (IMB} dari bupati,

{2) Setiap orang atau badan yang akan mengajukan. permohonan IMB dapat minta petunjuk tentan
rencana membangun bangunan kepada instansi teknis atau instansi terkait

Pasal 119

Mendirikan, mengubah, memperbaiki atay membongkar bangunan terfentu harus :
a. Direncanakan oleh perencana bangunan.

b. Dilaksanakan oleh pelaksana bangunan.
¢. Diawasi oleh pengawas bangunan,

~ Pasal 120

(1) 1MB hanya berlaku bagi orang atau badan yang namanya iercantum dalam MB.
(2) Bila kerena sesuatu hal, orang atau badan pemilik IMB tidak lagi menjadi pihak yang memiiki
bangunan dalam IMB tersebut, maka IMB tersebut dimahonkan balik nama kepada Bupati,



Pasal 121

-

IMB bagi bangunan sementara dapat diberikan dengan mencantumkan Syarat dalam IMB tersebut
bahwa bangunan yang bersangkutan akan di bongiar setelah lewat masa waktu yang ditetapkan dalam
IMB. ©

Bagian Pertama
|zin Mendirikan/Mengubah Bangunan (IMB)

Paragraf 1
Arahan Perencanaan

Pasal 122

(1) Sebelum mengajukan permchonan izin mendirkan bangunan (PIMB),

keterangan tentang arahan perencanaan, secara Cuma:Cuma kepad

menangani perizinanftata kota ftata bangunan, tentang rencana-rencana
bangunan meliputi :

pemochon harus minta
a dinasfinstansi yang
mendirikan/mengubah

a. Jenis/peruntukaan bangunan,

b. Luas lantai bangunan yang diizinkan .

€. Jurhlah lantdi Aapis bangunan di atas/dibawst permukaai tanah yang di izinkan. -
d. Garis sempadan yang berlaku.

e. Koefisien lantai bangunan (KLB) yang di izinkan.
f.  Koefisien lantai bangunan (KLB). '

g. Koefisien daerah hijau (KDB).

N, Persyaratan-persyatatan barigurian.

i. Persyaratan peréncanaan, pelaksanaan, dan pengawasan bangunan.
jo Halkhal lain yang dipandang perlu.

Pasal 123

{1) Pekerjaan mendirikan bangunan dalam IMB baru dapat ditulai setelah instansi teknis atau instansi
terkait menetapkan gatis sempadan seita Kefitiggian permukaan tariah pada persil tempat
bangunan bersangkutan didirikan.

(2) Instansi teknis atau instansi terkait dengan disaksikan oleh pemilik IMB wajib menetapkan garis
sempadan dan ketinggian permukaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-
tambatnya 14 hari sefelah IMB diserahkan kepada pemohon.

(3) Pekerjasi mesndirkan bangunan Rarus dilsksariakan sesusi dengan reficana yang ditetapkan dalam
IMB. -

Pasal 124

(1) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, pemilik IMB wajib memagar kelilling tanah
tempat mendirikan banginan, kecuali biangtinn rimah tefipat tinggal.

(2) Sefiap pemegang IMB wajib memasa
keterangan tentang :
a. Nomor dan tanggal IMB,
b. Nama Pemilik {MB. )

(3) Pelaksanaan pemiridahan/pengamanan bangunan sarana kota yang
pembangunan harus dikerjakan oleh pihak
kota dimaksud.

(4) Pelaksana bangunan yang melaksanakan perintah pelaksanaan pekerjaan, bertanggung jawab
kepada perencana bangunan dan pemilik IMB.

(5) Parericana banqurish Varit milaReHnsls RaARISK mabrstionn mmmciie o

g papan pefunjuk yang sekurang-kurangnya membuat

terkena rencana
yang berwenang dan atas biaya badan pemilik sarana
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(1) Petugas instansi teknis atau instansi terkait dapat :

a. Memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan peketjaan mendirikan bangunan sewaktu-wakiy

b. Memeriksa bahan bangunan yang digunakan, apakah sesuai dengan rencana kerja dan syarat-
syarat yang ditetapkan dalam IMB.

Memerintahkan untuk menyingkirkan bzhan-bahan bangunan yang tidak memenuhi syarat teknik
dan alat-alat yang dianggap berbahaya serta mengganggu kesehatan/keselamatan dan
kepentingan urmum. -

d. Melarang menggunakan pekerja yang dianggap tidak ahli untuk bidang tertentu.

(2) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan berdasarkan rencana
yang diletapkan dalam IMB.

Pasal 125

Pasal 126

Camat, kepala desallurah waiib memanilor, mengawasi, menegur dan menghentikan setiap pekeriaan
miendirikan barigunan Yarg melariggar aturan tata barigunian.

Paragraf2 :
Tata cara mengajukan permohonan izin mendirikan mengubah bangunan (PIMB)

Pasal 127

Permohonan IMB diajukan secara tertulis kepada bupati-oleh orang atau badan dengan mengisi lembar
isianfformullr yang telah disediakan oleh pe

imietintall daerah atau iristansi terkait.
Pasal 128

{1) Permohonan untuk memperoleh izin seba
ditdjukan kepada Bupati Melalui Instansi
a. Persyaratan Administrasi
b. Persyaratan/Rekomendasi Teknis.

(2} Persyaratan Adminisirasi Sebagal mana dimaksud pada ayat (1) huruf @ Peraturan Daerah ini
terdiri atas :

a.  Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB).

b.  Folo Copy atau kartu tanda penduduk atau bulkl dir lainnya dari pemohon;

¢. Folo copy sertifikat hak atas tanah atay surat bukti lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang - undangan yang beriaku;

d.  Surat Keterangan Kepemilikan/Daftar Bangunan dari Kepala Desa/Lurah.

€. Surat Pemyataan yang diperiukan dan dibuat bermaterai.
f.

Bagi Pemohon yang berupa Badan Usaha melampirkan Foto copy Akta pendirian perusahaan
atau badan.

9. Permahonan lzin untuk Industri, Real Estate mall dan sejenisnya melampirkan -
a. SITU dan lzin Gangguan (HO)

b.  Dokumen Amdalf UKL J UPL dan

¢. Perizinan Teknis lain yang sesuai Peraturan Perundangan bédaku
(3) PersyaratatiiRekottierdasi Tekris sebagai fmand dimaksud pada Ayat (1.b) Peraturan Daerah ini
Terdir atas :

a. Data Umum Bangunan gedung memuat Informasi dan wajib disiapkan oleh Dinas Pek. Umum
dan Tata Ruang meliputi
. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung
Luas Lantai dasar bangunan gedung.
Total uas lantai bangunan gedung.
Ketinggian/jumlah lantai bangunan gedung.
Data Sempadan yang diizinkan/direkomendasikan pada Lokasi dimaksud.
Data Administrasi Teknis Lokasi Bangunan untuk Pemetaan berupa : Gambar Peta

lokasiflengkap dengan Kontumya, Batas - Batas tanah yang dikuasai, Luas dan Data
Bangunan eksisting (Kalau ada):

7. Rekamandael narhitiimaan hamamn Pttt .t o . s

gai mana dimaksud pada pasal 127 Peraturan Daerah ini
penyelenggara lzin dengan melengkapi Persyaratan :

DU W
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b. Data Spesifik Teknis yang penyiapannya menjadi tanggung jawab Pemohon dengan pery;,»u..,_

mendapat pengesahan Penelitian Dinas Peketjaan umum dan Tata Ruang terdiri atas -
1

. Gambar Pra Rencana bangunan Gedung, terdiri atas gambar siteplan/situasi, denah,
tampak dan gambar potongan.

2. Spesifikasi teknis bangunan gedung, dan

3. Rancangan Struktur secara sedethanal Prinsip bagt bangunan gedung sedethana badantai
sampai dengan 2 lantai:

4. Perhitungan Struktur bagi bangunan Tidak Sedethana berlantzi 2 (dua) atau lebih,
5. Gambar rancangan utilitas { mekanikal dan elektrikat } bagi bangunan Tidak Sederhana,

{4) Persyaratan terssbut sebagal mana dinaksud ayat (1) pasel nf Galam permohonan, hare dapat
memperiihatkan aslinya.

() Formulir Surat permohonan sebagaiman lampliran 1.A Peraturan Daerah ini.

Paragﬁf 3
Pengecualiaan

Pasal 129

\zin mendirikan bangunan (IMB) tidak diperiukan untuk -
1. Pemelifiaraan bangurian dengan tidak merglibah denah konstruksi maupun arsitektur bangunan.
2. Mendirikan bangunan tidak permanen untuk pemeliharaan binatang atau tanaman dengan syarat.

a. Bangunan tersebut ditempatkan di halaman belakang
b. Jumlah iuas tidak melebihi 5 m2

¢. Membuat kolam luas, paung, taman dan tiang bendera sepanjang tidak bertentangan dengan
makstid dan tujuan peratiiran dasrah ini.

Paragraf 4
Pemberian IMB

Pasal 130

{1) Instansi terkait memeriksa permobanan izin mendirikan banguaan yang diajukan cleh pamohan.

(2) Instanst terkit memaniggil secara tertulis pemohion IMB usituk menyempumiakan permohonan IMB
yang diajukan biia Perlu,

- Pasal 131

{1) Bupatl memutuskan permohonan (MB selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya
permohonan IMB secara lengkap dan beriar dikabitor instanisi terkait.

(2) Penyerahan IMB dilakuakan apabila semua persyaratan permohonan IMB telah dipenuhi.

(3) Permohanan IMB dapat dikabulan untuk seleluruh atau sebagian bangunan yang akan dibangunan
yang secara struktrual merupakan bagian yang terpisah

(4) Setelah IMB diberikan, pemegang IMB wajb memasang Plat nomor IMB yang dikeluarkan oleh
permierintah daerah,

~ Paragraf 5
Penolakan permohonan IMB

Pasal 132

Permohonan IMB yang ditolak oleh bupati apabila peketjaan mendirikan bangunan yang direncanakan
dafam permohonan tMB bettantangah derigan ;

1. Kepentingan umum.

2. Ketertiban umum.

Q Unlantaram bacaceo?fon Jdo_ 1. .+




4. Rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), rencana teknik nuang kota
(RTRK) dan rencana tata bangunan dan lingkungan {RTBL).

5. Peratura_n perundang-undangan yang berlaku, -

Paragraf 6
Pembatalan IMB

Pasal 133

(1) Permotionan IMB dinyatakan batal dermi hukum bilamana -
d. Pertiolion meninggal sebelum permichonaniiiya diputuskan
b. Keterangan yang diajukan untuk permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada pasal 30 tidak
dilengkapi oleh pemohon setslah pemohon dipanggil tiga kali dalam jangka waktu masing-masing
7 {tujuh) hari kerja untuk memberikan penjelasan tidak dipenuhi oleh pemohon.
¢. Temyata persi yarig dimchonkan IMB tersangkut suatu sengketa perdata ataupun pidana.
d. Keterangan yang dibeiikan olet peniohion tidak benar,
{2) Permohonan IMB yang batal éebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diajukan kembali
oleh ahli waris yang sah dari pemohon. .
(3)Permohonan IMB yang batal dapat digjukan kembali setelah pemohon dapat memenuhi kewaiiban
dan/atau menghilangkan hal-hal yang menjadi sebab batalnya permohonan MB yang diajukan.

Paragraf 7 _
Penundaan keputusan permshonan IMB

Pasal 134

(1) Kepusssan permohonan IMB dapat ditunda apabila pemerintah daerha masih memerlukan wakty

tambahan untuk menilai, khususnya persyaratan bahan serta perimbangan lingkungan yang
direncanakan.

(2) Penundaatan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sekali untuk
jangka wakiu tidak lebih dari dua bl

(3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemchon IMB disertai
dengan elasan yang jelas.

Paragraf 8
Penc:_ipntan IMB

Pasal 135

(1) Bupati berwenang mencabut IMB jika ; .
a. Pemegang IMB melanggar syarat-syarat yarnig ditetapkan dalam iMB.

b. Dalam jangka waktu 6(enam) bulan sejak IMB dikeluarkan, pemegang IMB befum memutai
pekerjaan.

¢. Keterangan yang diberikan oleh pemohon {emata tidak benar.
d. Bangunan yang dilaksanakan ternata tidak sama dengan gambar pada MB.

{2) Keputusan pencabutar IMB dibierikan secarg-teitiilis kepadd periegarng IMB disertai dengan alasan
yang jelas setelah pemegang IMB dipungut dan didengar ke'terangannya.

(3) IMB yang telah dicabut dapat dimohon kembali setelah pemegang IMB dapat memenuhi
persyaratan.



* Paragraf 9
Pelaksanaan pekerjaan mendirikan/mengubah bangunan

Pasal 136

-

Pemilik IMB wajib pemberitabuan secara lisan atau tertulis kepada instansi terkall saat dimulainya
pekerjaan mendirikdn bangiinan.

Pasal 137

(1) Pekerjaan mendirkan bangunan dapat dimulal setelah petugas IMB memeriksa kebenaan
sempadart bangunan seria ketinggiahn permiikaai tahah persil fempat bangunan bersangkutan akan
dibangun sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam IMB.

(2) Ketetapan tentang sempadan bangunan dan ketinggian permukaan tanah disesuaikan dengan
lingkunganserta ketentuan - ketentuan yarig térsurat pada iMB.

(3) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam satelah diterimanya pemberitahuan dari pemegang
IMB, petugas IMB meeriksa keriyataan lﬁagiaﬁ pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan
rencana dalam IMB, :

Pasal 138

(1) Setelah petugas IMB mengadakan pemeriksaan setempat dan pelaksanaan bagian pekerjaan
dinyatakan sesuai derigan IMB, maka iristansi tetkaitipetugas IMB memberikan persetujuan untuk
memulai dikerjakan bagian selanjutnya.

(2) Setelah petugas IMB mengadakan pemeriksaan setemapt dan pelaksaaan bagian pekerjaan

ternyata tidak susuai dengan IMB, maka bupafi dapat memerintahkan pembongkaran sebagian atau
seluruh pekerjaan tersebut kepada pemilik (MB.

Paragraf 10
Pengawasan pslaksanaan pekerjaan

Pasal 138

(1) Selama pekerjaan mendirkan bangunan dilaksanakan pemilik IMB, foto copy IMB beserta
lampirannya harus ada ditempat pekerjaan agar petugas IMB pada sefiap kesempatan dapat
mengadakaan pemeriksaan/pengawasan terhadadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan IMB.

{2) Pengawasan pelaksanaan IMB dilakukan dibawah tanggung jawab kepala instansi teknis atau
instansi terkait

(3) Camat, kepala desa dan lurah wajib memonitor, mengawasi dan menegur setiap pekerjaan
mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan IMB.

“Pasal 140

Pemilik IMB wajib membantu petugas IMB dalam pemeriksaan pekerjaan mendirikan bangunan.

“~

Pasal 141

Petugas IMB berwenang memasuki

dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan
bangunan setiap saat -



. Baglan kedua
Izin Mengubah dan Menambsh Luas Bangunan

Pasal 142

{1) Sebelum mengajukan permohonan izin mengubah bangunan, pemahon waijb meminta petunjuk
tetiebili dahiulu mgngena rerican msngutah bahguinan kepada instansi feknis atau instansi terkait
yang meliputi hal-hal sebagaimana dimaksud pada pasal 19.

(2) Mengubah bangunan dapat berupa :

a. Mengubah konstryksl.
b. Mengubah bentuk dan estetika.
c. Mengubah jatingan utilitas.

Pasal 143

{1) Untuk kepentmgan menguhah bangunan, parencanaamya berlaku ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 20 dan pasal21. '

{2) Rencana mengubah bangunan berlaku ketentuan pasal 22.
Pasal 144

Permohonan izin mengubah bangunan diajukan secara tertulis oleh orang atau badan kepada bupati
dengan mengisi lembar isian {formulir) yang disediakan oleh instansi terkait.

Pasal 145

(1) Lembar isian {formulir) sebagaimana dimaksud pada pasal 144 sekurang-kurangnya berisi
keterangan :
a. Nama pemohon.
b. Alamat pemaohon.
¢. Perubahan Bangunati.
(2) Lembar isian permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 144 dilampiri dengan :
a. Foto copy IMB. _
b. Surat pemyataan tidak keberatan dari penyanding.
¢. Surat-surat lain yang diperlukan.

Pasal 146

Bupali memutuskan permohonan izin mengubah bangunan sefambat-lambatnya dalam waktu 14 hari
sejak diterimnya permohonan mengubah bangunan.

Pasal 147

Permohonan izin mengubah bangunan ditolak apab:la tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud
padd pasal 132.

Pasal 148

(1) Mengubah bangunan yang sudah diberikan izin dan ternyata menyebabkan bangunan tersebut
bertentangan defigan rencana gambar yang disahkan, maka izin mengubah bangunan dapat
dicabut.

(2) Pemberian izin mengubah bangunan dapat dilakukan apabiia semua persyaratan teknis maupun
persyaratan administrasi dipenohi sesuai dengan yang dimaksud pada pasal 19, 20 dan pasal 21.




Pasal 149

(1) Menambah luas bangunan yang sudah diberikan izin dapat diajukan bila tidak bertentangan dengan
pasal 29 dan pasal 20.

{2) Tata cara mengajukan permohonan izin menambah luas bangunan sesuai dengan pasal 127 dan
pasal 128,

Bagian Ketiga
Sertifikat Layak Fungsl

Pasal 150

Setelah bangunan selesai, pemohon wajib menyampalkan laporan secara tertulis dilengkapi
dengan :

a. Berita acara perhenksaan dari pengawas yang telah di akreditas ( bagi bangunan yang telah
dlpersyaraﬂmn}

b. Gambar yany Sesuai dengan pelaksaisan (a8 built drawing).

c. Foto copy tanda pembayaran retribusi.

Berdasarkan laporan dan berita acara sebagaimana dimeksud pada ayat (1) kepala dinas

pekerjaan umum atas nama/bupati menerbitkan sertifikat layak fungsi (SLF).

Jangka waktis penerbit SLE dimaksud pada ayat (2) ditetapkan selambat-lambatnya 12 -har'\ keria
terhitung sejak diterima laporan dan ber tavard pettieriksaat.

Pasal 151

Apabila ferjadi perubahan penggunaan bangunan sebagimana yang telah ditetapkan dalam IMB, pemilik
IMB diwajibkan mengajukan permohonan iMB yang baru kepada Bupati.

Pasal 152

(1) Untuk hangunan yang telah ada, khususnya bangunan uymum wajib dilakukan pemerisaan secara
berkala terhadap keldyakan fungsitiya.

(2) Pemeriksaan secara berkala oleh tenaga /konsultan ahli yang telah diakreditasi setiap 5 (lima) tahun
sekali.

{3) Dina spekerjaan umum mengadakan peneliian atas hasil pemeriksaan berkala sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mengenai syarat-cyarat administrasi maupun teknis.

(4) Dinas pekerjaar urium dati mieniberkan sertifikat layak fitigsi apabila bangunan periksa telah
memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Pasal 153

(1) Dalam rangka pengawasan penggunaan bangunan, petugas dinas pekerjaan umum dapat minta
kepada pemilik bangunan urituk memipertiatikan sertifikat 1ain fungsi teserta lampirannya.

(2) Kepala dinas pekerjaan umum dapat menghentikan penggunaan bangunan apabila penggunaannya
tidak seuai dengan SLF. .

(3) Dalam hal terjadi seperti pada ayat (2), maka setelah diberikan peringatan tertulis serta apabila

dalarm waktu yang talah ditetapkan penghuni tetap tidak memenubi ketentuan yang telah ditetapkan
dalaim SLF, bupati akaii riienicabiit IPB yany telahi diterbitkan.



Bagian keempat
Permohonan Merobohkan Bangunan

Pasal 154
Petunjuk Merobohkan Bangunan

Merobohkan bangunan dilakukan berdasarkan
a. Atas kemauan pemiliknya.

b. Perintah merobohkan bangunan.

Pasal 155

(1) Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang beraku dan setelah diberkan
pembinaan serta teguran secara berturut-turut maka tim eksekusl instansi tekait atas persetujuan
bupati dapat_ memerintahkan satuan polisi pamong praja merobohkan sebagian atau seluruh
bahigutan yang diryatks ;

a. Rapuh {bouvalling).
b.  Tidak sesuai dengan rencana kota.
¢. Tidak layak digunakan/dihuni.
d. Mengganggu keindzhan kotaflingkungan.
{2) Tim sksekusi instansi terkait dibenituk dengan keputusan bupat,

Pasal 156

Merobohkan sebagian atau seluruh bangunan atas kemauan pemiliknya sendiri harus berdasarkan
Klasifikasi bangunannya, .
Pasal 157

(1} Pemilik bangunan yang diperintahkan untuk merobohkan bangunannya tidak dibebani retribusi
merdbohkan banigurian, '

{2) Untuk merobohkan bangunan tidak kenakan biaya terhadap bangunan yang telah memiliki izin
mendirikan bangunan, yang dirobohkan untuk kepentingan pemerintah daerah, kepada pemilik
diberika ganti rugi dari pemerintah sesuai dgﬁgan harga taksir bangunan pada saat dibongkar.

BAB Vill
BIAYA DAN TATA CARA PENERBITAN 1ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

_ Bagian Pertama
Biaya Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 158 -

(1) Biaya IMB terdir dari :
a. Biaya formulir pendaftaran. *

b. Blaya pemerksaan gambar/koreks; gambar yang meliputi arsitektur dan konstruksi.
¢. Biaya pengawasan

d. Biaya sempadan.

Besamya biaya-biaya fersebut sebzangaim%ma~ dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam retribusi
IMB seperti tercantum dalam Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertenty
dengan penyesuaian indeks terhadap penetapan Peraturan Daerah tentang bangunan gedung ini.



Bagian Kadua
Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 159
(1) Untuk Proses Penerbitan izin mendirkan bangunan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. Pengajuan Permohonan [j

Badan Perizinan a
untuk melengkapi persyaratan teknis Pada Dinas Pekerj
Berdasarkan pengantar

lin Mendirikan Bangunan yang ditujukan Kepada Bupati melalui
Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe dengan persyaratan

sebagaimana dimaksud Pasal 128 huraf a Peraturan Daerah ini dengan mengisi Surat
Pendaftaran Retribusi Daerah (SPTRD):

Untuk pemenuhan syarat rekomendasi feknis sebagaimana dimaksud Pasal 128 huruf b Kepala

tatl Pejabat yany ditumjik memberikan strat pengantar kepada pemchon
jaan Umum dan Tata Ruang paling

lambat 2 (dua) hari setefah pemohon ijin mendaftarkan pemmohonanannya. '

i sebagaimana dimaksud huruf b diatas Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang melakukan peninjauan, Survey pengukuran/Pematokan, Pemetaan untuk

Penyiapan/ Penelitian/Pengkajian Dokumen Rekomendasi Teknis;

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau oleh Pejabat yang ditunjuk menerbitkan

Rekomendasi Peneliian Dokumen Teknis dan dokumen rencana teknis tainnya kepada Badan

Perizinan Dalam jangka waktu paling lambat 30 {tiga puluh) hari terhitung sejak menerima surat

pengantar dengan is! kesimpulan rekomendasi sebagai berikut : §

1. Rekomendasi Pemenuhan Syarat Teknis dengan kelengkapan dakumen lainnya.

2: Rekomendasi belum dapat diberikan karena ketidak lengkapan persyaratan teknis

sebagaimana dimaksud Pasal 128 huruf b Peraturan Daerah ini.

2. Rekomendasi Tidak dapat diberikan karena obyek bangunan/Prasarana Bangunan yang
dimohorikan izin melanggar ketehtisan peraturan teknis seperti Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kota {(RDRTK), Rencana Tata Bangunan

dan Lingkungan (RTBL), Garis Sempadan dan Ketentuan Teknis Lainnya yang menurut
Peraturan Perundangan berlaku tidak dapat diizinkan.

-Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas, Badan Perizinan dan
Penanaman Modal Daerah Kaby

: paten Konawe selanjutnya melakukan Proses Penelitian
Kelengkapan Dokumen Administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 128 huruf a Peraturan
Daerah ini,

Jika persyaratan Teknis dan Administrasi telah Jengkap dan benar permohonan diterima dan
diberikan tanda bukti penerimaan;

Dalam jangka wakiu paling lambat 2 {dua) hari setelah permehonan diterima kepala Badan
Penzinan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD} dan berdasar SKRD
tersebut memberikal

n Pengantar/Slip setoran Kepada Pemohon untuk melakukan Pembayaran
retribus izin mendirikan Barigtinian pada rekening PAD Pemerintah Daerah Melaluj Bank yang
ditunjuk, yang selanjutnya bukti penyetoran pembayaran tersebut disetorkan kembali
pemohon kepada Badan Perizinan dan dibuatkan surat tanda setoran (SSRD)
Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah bukti setoran Retribusi izin Mendirikan
diterima Badan Perizinan mengajukan Penandatanganan Surat Izin Mendirikan Bangunan
kepada Bupati dengan melampirkan :

1. Rekomendasi Penelitian Dokumen Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
2. Rekomendasi Penelitian Dokumen Administrasi oleh-Badan Perizinan.
3. SSRD sebagai Bukti Pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Format Rekomendasi penslitian maksid point h1 dan h.2 sebagaimana lampiran Iil.

Dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) hafi setelah bukii setoran Retribusi
|zin Mendirikan diterima Badan Perizinan, Surat |zin Mendirkan Bangunan dan kelengkapan
dokumennya sudah harus dapat diterima oleh pemohon izin.

Bupali dapat Mewenangkan Penandatanganan Surat Izin Mendirikan Bangunan kepada
Pejabat Eselon I} atau Sederajat, Yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Bupati dengan
ketentuan ditinjau sefiap awal Tahun Anggasan berjalan.

-




Dalam hai rekomendasi penelitian Dokumen Teknis dari Dinas Peketjaan umum dan Tata

Ruang sebagaimana dimaksud huruf d angka 2 dan/atau Penelitian Dokumen administrasi
belum memenuhi Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud peraturan Daerah ini,
Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe memberitahu pemohon
secara tertulis paling lambat 2 (dua) hari sefslah diterimanya rekomendasi teknis tersebut, dan
! atau 2 {dua) hari setelah penelitaian Dokuman dan {lka hingga 28 {dua puluh delapan) hari
sefelah pemberitahuan tersebut pemohon tidak melengkapinya; maka proses ditutup dan
permohonan untuk obyek bangunan yang sama harus melalui pendaftaran kembali.

Dalam hal rekomendasi penelitian dokumen Teknis dari Dinas Pekerjaan umum dan Tata
ruang sebagaimana dimaksud Point d.3, Badan Petizinan memberitahu pemohen Penolakan
Permohonan secara tertulis beserta alasan — alasannya paling lambat 2 (dua) hari setelah
diteﬁmanya rekomendasi teknis tersebut, dan Surat Pemberitahuan tersebut ditembuskan

kepada Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pekerjaan Uraum untuk Pengawasan
Pelarangan Pembangunan obyek tersebut. -

(2) Bentuk atau format pen

gisian permohonan 1zin Mendirikan Bangunan tertuang dalam lampiran |
Peraturan Daerah ini

Paragraf 1 _
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 160

(1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur dengan Indeks Jasa Bangunan ( IJb ) diukur berdasarkan atas
Perkalian Fungsi Bangunan (Fb)

), Parameter Klasifikasi Bangunan (Kb) dan Waktu Pelayanan
Bangunan/Izin (Wb) yang masing masing diberi bobot

Dengan Rumus (1Jb) -= Fb x Kb x Wb

FLINGS! BANGUNAN DAN BOBOT (Fb)

FUNGSI BANGLINAN : BOBOT
Fungsi Hunian 1,00
Fungsi Keagamaan 0,00
Fungsi Usaha 200
Fungs! Sosial Budaya selain bangunan milik Negara 0,50
Fungsi Khusus 2,00
Fungsi Ganda / Campuran 2,25

WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN/ZIN (Wb)

WAKTU PENGGUNAAN BOBOT
Sementara Jangka Pendek maksimum 1 Tahun 0,40
Sementara Jangka menengah maksimum 3 (tiga) Tahun 0,70
Tetap dengan wakin pemanfaatan lebih dasi 3 Tahun N 1,00

(2) Bobot Kiasifikasi bangunan
Total Ban

(Kb) adalah Total Bobot Parameter Letak Bangunan, Parameter Luas
gunan, Parameter Tingkat Lantal Bangunan, Parameter Permanensi Bangunan dan

arameter Kepemilikan Bangunan. Yang mana bobot masing — masing Parameter diperoleh dari
perkalian Bobot Tetapan dengan Koefisien per uraian klasifikasi

(Kb) = (BLk x KLk} x {BLi x KLi) x (BLs x Kis) x (BPn x KPn) x {

BKPm x KKPm) |
Dimana '
Kb = Bobot Total Kiasifikasi Bangunan
BLk = Bobot Tetapan Parameter Letak Bangunan
Kik = Koefisien Per Klasifikasi Letak Bangunan
BU = Bobot Tetapan Parameter Lantai Bangunan
KLi = Koefizien Par Kiacifikaci | antai Danmiinan




BLs

Bobot Tetapan Parameter Luas Bangunan

KLs = Koefisien Per Klasifikasi Luas Bangunan
BPn = Bobot Tetapan Parameter Permanens Bangunan
KPn = Koefisien Per Klasifikasi Permanensi Bangunan
BKPm = Bobot Tetapan Paramater Kepemilikan Bangunan
KKPm = Koefisien Per Klasifikasi Kepemilikan Bangunan
PARAMETER KLASIFIXAS! BANGUNAN (Kb)
KLASIFIKA -
SIDAN KOEFIS
"‘BOBOT URAIAN KLASIFIKASI [EN
TETAPAN
Dipinggir Jalan Nasional 1,00
Langsung dibelakan bangunan di pinggir fatan Nasional 0,90
Latak RIPIHGdir JalEH ProvinsUK3WaSER Pariwissa 0,90
Bangunan | Langsung dibelakan bangunan di pinggir Jalan ProvinsiKawasan Pariwisata 0,85
1,00 Dipinggir Jalan Kabupaten 0,85
Dipinggir Jalan Lingkungan Kota 0,80
Dipinggir Jalan Lingkungan Pedesaan/ di dalam kampong 0,75
Bangunan Lantai 4 1,00
Lantai Bangunan Lantaj 2 1,05
Bangunan | Bangunan Lantai 3 1,10
0,20 Bangunan Lantal 4 1,20
Bangunan Lantai 5 keatas 1,35
_ ~ |0 sMd100Mm2 1,00
Luas Total | 101 s/d 500 W2 0,80
Bangunan | 501 s/d 1500 M2 0,60
0,45 > 1500 M2 0,35
Permanensi | Permanen 1,00
Bangunan | Semi Permanen 0,70
0,40 Darurat 0,40
Kepemilikan | Negara, Daerah 0,00
Barrl_gFupan Perorangan dan Yayasan Non Pemerintah. 0,70
0,05 Badan Usaha 1,00

Nilai Indeks Jasa Bangunan (IJb)
Penentuan Nilai Indeks Jasa Ban

Prinsip dan sasaran dalam

Dibatasi Hingga maksimal 0,05 (5 %)
gunan (IJb) harus dilampirkan pada rekemendasi Teknis.

Paragraf 2
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Biaya Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 161

penetapan besamya biaya izin mendirikan bangunan didasarkan pada

tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang

bersangkutan.
Biaya Penyelenggaraan pemberian izin mendirikan
(1) meliputi :
a. Biaya Jasa Teknis di peruntukan, meliputi «
1. Transportasi Peninjauan ke Lokasi
2. Survey pengukuran/pematokan Garis Sempadan (GSJ dan/atau GSS)
3. Perivikasi/Penelitian/Pemeriksaan Rencana Teknis dan dokumen teknis
penyiapaniiya menjadi tanggung jawab perchon,
4. Pemetaan (glektronik) untuk pengembangan dasar system informasi bangunan
9. Administrasi ieknis Rekomendasi penelitian teknis.
b. Biaya Jasa Adminisirasi Penerbitan IME di peruntukan, melipui :
1. Permohonan/Pendaftaran (SPTRD)

9 Daswidlima Mok A 1.0+,

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

yang
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{4)

)

(1)

(3)

3, Penatausahaan ’

4. Plat Nomor Bangunan/Papan IM
9. Penerbitan Sertifikat IMB

¢. Biaya Jasa Bangunan di Daerah dihitung berdasarkan fungsi , klasifikasi dan waktu pelayanan.

Biaya Penyelenggaraan sebagaimana maksud ayat (2) huruf a dan huruf b, dianggap telah termuat
pada Tarif Retribusi Izin Mendirkan Bangunan dan pelaksanaanya dilakukan melaiui mekanisme
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dianggarkan melalui Belanja Jasa, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PeXerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe.

Untuk mempermudah pemohon IMB perorangan dengan Luasen obyek bangunan lebih kecil atau
sama dengan 75 M2 (fujuh puluh lima meter bujur sangkar) dan merupakan Bangunan Sederhana,
Dinas Pekeraan Umum dan Tata Ruang dapat memberikan pembantuan penyiapan Dokumen
Tekniis yang penyiapatinya minjadi tangyuig jawab Penohion sebagaiman dimaksud  ayat (2)
huruf a angka 3 bila data tersebut belum disiapkan oleh pemohon.

Proses dan tata cara lebih lanjut mengenai pembantuan teknis ini akan diatur lebih lanjut dalam
SOP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe.

" Paragraf3
Struktur dan Besarnya Biaya lzin Mendirikan Bangunan

Pasai 162

Besamya Tarif retribusi izin (RIMB) dihitung atas penambahan Tarif Bangunari (TB), Tarif Jasa
Teknis (TJT) dan Tarif Jasa Administrasi (TJA) atau dengan rumus .

RIMB=TBR+ TJT+TJA

Tarif Bangunan (TB) dihitung berdasarkan perkalian antara Volume Bangunan {V8)

dengan Indeks
Jasa bangunan-{ldb) sebagaimana dimaksud Pasal 162 ayat (1) dan Tarf Desar Pengenaan
Retribusi (TDP) Atau dengan Rutiius -

. TB = VBx Wbx TDP
Dimana:

T8 = Tarif Bangunan.

VB = Volume Bangunan

IJb = Indeks Jasa Bangunan

TDP = Tarif Dasar Pengenaan Retribusi.
Tarif Jasa Teknis (TJT) ditetapkan 0,3xTB
Transportasi Peninjauan ke Lokasi bobot 25 %

Survey pengukuran/pematokan Garis Serpadan (GSJ dandatau GSS}, babat 20 %
Perivikasi/Penelitian/Pemeriksaan Rencana Teknis dan dokumen teknis yang penyiapannya
menjadi tanggung jawab pemohon. Bobot 40 %

Pemetaan (eiektronik} untuk pengembangan dasar system informasi bangunan, bobot 10 %
Admiinistrasi teknis Rekomendasi penelitian teknis. Bobot 5 %

Tarif Jasa Administrasi {TJA) ditetapkan sebesar 0,1 x TB
Permohonan/Pendataran (SPTRD), bobot 10 %.
Perivikasi Data Administrasi, bobot 25 %.
Penata usahaan, bobot 10 %.
Plat Nomor Bangunan/Papan IMB, bobot 40 %.
Penerbitan Sertifikat IMB , bobot 15 %.

Retribusi |zin Dikalikan dengan Persentase Pengenaan Jenis Izin .

JENIS IZIN DAN PERSENTASE PENGENAAN

PERSENTASE
JENIS (ZIN (%)
|zin Mendirikan Gedung / Prasarana Bangunan 100
\zin Menambah/Merobah Gedung /Prasarana Bangunan 75
|zin Membangun Berjangka 50




Izin Perpanjangan membangun berjangka 30
Penggantian Izin 10
lzin Bangunan Milk Pemenniah/Pemda o0

(6) Fomulir Perhitungan Tarif retribusi menjadi bagian yang harus dicantumkan dalam rekomendasi
Teknis dan nilai Hasil akhir perhitungan tarif dibulatkan dalam ratusan rupiah
(7} Format formulir sebagaimana tertuang dalam fampiran I peraturan daerah in.

-

Pasal 163

(1) Tarl dasar Pengenaan retribusi ditetapkan sebasar Rp. 750.000,- / M2
(:23_) Tarif dasar Pengenaan retribusi dapat ditinjau paiing lama 3 {tiga) Tahun sekali.
(3)

Tarif Retribusi Prasarana Bangunan ditetapkan sebesar 1,75% x Rencana Anggaran Biaya (RAB).
4)

Peninjauan Terif dasar Pengenaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan nilaj
maksimal 0,5 x Harga Satuan Bangunan ‘Kabupaten (HSBK) gedung 1 (satu) lantai, saat peninjauan tarit
dilaksanakan.

(5) Peninjauan besamnya tarif dasar pengenaan Retribusi Bangunan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

-BABIX
PERAN MASYARAKAT

Bagian pertama
Jenis peran masyarakat dalam panyelenggaraan bangunan gedung

Pzsal 164

(1) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, masayarakat dapat memantau dan menjaga ketertiban
dalan Selurih proses paryelenggarsn.

{2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ‘ayat (1) dilakukan secara obyektif, dengan penuh

- fanggung jawab, dan dengan tidak menimbulkan gangguan dan atau kerugian bagi pemilik dan atau

pengguna bangunan gedung, masyarakat dan lingkungan.

(3} Menjaga ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditakukan dengan mencegah sefiap
erbuatan dirl sendiri atay keloripok yarig dapat mengurangi tivgkat keandalan bangunan gedung
dan atau mengganggu penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.

Pasal 165

{1) Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap penyusunan dan atay peayempurnaan peraturan
pedomain dain standar tekniis dibidang banguniah gedung kepada pemerintah kabupaten.
(2) Masukan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi masukan teknis untuk peningkatan kineria

bangunan gedung yang responsif terhadap kondisi geografl, faktor-faktor alam,dan/atau lingkungan
kabupaten, termasuk kearifan lokal. '

~ Pasal 166

(1) Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap penyusunan rencana tata
bangunan dan lingkurigan rericana teknls bangunan gedung tertentu dan atau kegiatan
penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan diwilayah kabupaten.

(2) Pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan perlindungan
kepada masyarakat untuk keselamatan terhdap bendana, terhdap keamanan, terhadap gangguan
rasa aman dalam melaksanakan aktivitas, dan terhadap gangguan kesehatan dan endemik, dan
terhiadap mobifitas masyarakat dalar melaksanakan akrivitashiya seerta pelestarian nilai-nilai sosial
budaya daerah setempat fermasuk banaunan oeduna dan sifus harsaiarah



Pasal 167

(1) Masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan atas dampak yang mengganggu/merugikan
akibat keglatan penyelenggaraan bangunan gedury.

{2) Dampak yang mengganggu/merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
gangguan fisil lingkungan, ekonomi, sosial dan keamanan.

(3) Tata cara pengajuan gugatan perwakiian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Tata cara penyelenggaraan peran masyarakat

Pasal 167

(1) Masyarakat dapat meniqajukan gugatan atas berbagai hal atau peristiwa yang menjadi objek
meliputi : :

a. Indikasi bangunan gedung yang tidak layak fungsi berdasarkan hasil pemantauan dan data yang

sesungguhnya/nyata (real) terjadi di lokasi tempat kejadian yang dapat dibuktikan;

b. Timbulnya atau adanya potersi dan atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan
lingkungannya akibat kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestaian, dan atau pembongkaran
bangunan gedung; dan ;

C. Adanya perbuatan perorangan_ atau kelompok yang dapat mengurangi tingkat kelancaran
pembangunan, tingkat keandalan, tingkat kineria pemanfaatan bangunan gedung dan
lingkungannya satta pemborigkaran banguran gedung.

(2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan perwailan kelompok terhadap adanya kebijakan meliputi
poraturan, pedoman, dan standar teknis dibidang bangunan gedung yang tidak konsister: dan atau
dapat menimbulkan kerugian masayrakat yang terkena dampak meliputi kerugian non fisik dan
kerugian fisik.

(3) Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan sebagaimana difaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Perorangan atau kelompok:

b. Badan hukum atau usaha yang kegiatannya dibindang bangunan gedung;

¢. Lembaga atau organisasi yang kegiatannya dibidang bangunan gedung;

d. Masyarakat hukum adat yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung; dan

€. Masyarakat ahii yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung;

{4) Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

=

a. Perorangan atau kelompok orang yang dirugikan, yang mewakikli para pihak yang dirugikan
akibat adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, atau

miétnibahayakan kepentingan umdm; atau

Perorangan atau kelompok orang atau organisasi kemasyarakatan yang mewakili para pihak

yang dirugikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu,

merugikan atau membahayakan kepenfingan umum.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan gugatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur defifja peraturan bupat,

{6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan gugatan perwakilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 168

{1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan secara terti dengan bentuk
a. Lisan, jikd tidak cukup waktu sntara pergatiatan dan penyampaian laporan pengaduan atau
dalam waklu selambat-lambatnya 12 (dua belas) jam;
b. Tertulis, jika waktu antara pengamatan dan penyampaian {aporan penaaduan lebih dari 12 {dua

3
|



¢. Melalui media massa, cetak dan atau media elekironik iermasuk media on line (internet), jika

materi yang disampakkan merupakan saran-saran perbaikan dan dapat dibuktikan
kebenarannya;

d. Melalui dialog; dan

e. Benttuk petaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢ harus menyertakan
identitas pembuat laporan pengaduan yang jelas meliputi nama perorangan atau kelompok serta
alamat pelapor yang jelas dan lengkap.

{2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk laporan pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan peraturan bupat.

Pasal 169

(1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan dengna menyatakan lokasi obyek yang jelas
meilput] :

2. Alamat jalan,Nomor RT/RW, nama kelurahan, nama kecamatan:
b. Nama atau sebutan pada bangunan gedung, kabling/persil atau kawasan; dan
¢. Nama pemilik/pengguna bangunan geudng sebagai perorangan/kelompok atau badan.

(2) Obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat di identifikasfikan dengan menyertakan
sekurang-kurangnya 1 (satu) fembar foto.

Bagian ketiga
Forum Dengan Pendapat Publik

Pasal 170

(1) Pemerintah kabupaten menyelenggarakan forum dengan pendapat pubiik ditinkgat kabuapten,
tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan

(2) Penyelenggaraan dengar pendapat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan
tata cara waktu :
a. Terjadwal setiap bulan (rutin) dengan urutan mingqu pertama dikantor kelurahan, minggu kedua
dikanfor kecamatan dan minggu keempat dikantor pemerintah kabupaten; dan
b. Tidak terjadwal jika terdapat permasalahan yang mendesak.
(3) Penyelenggaran forum dengan pendapat ditingkat yang lebib tinggi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a diadakan jika ditingkat yang lebih randah belum terdapat kesepakatan penyelesaian
antar pihak. - -

(4) Pemerintah kabupaten menugaskan Tim Al Bangunan Gedung {TABG) untuk menyusun
perifibangan tekrils,

Pasal 171

(1) Peserta forum dengar pendapat publik adalah masyarakal yang berkepentingan dengan
pefiyelenggaraan banguiian gedung dengan prioritas utama padd yang masyarakat langsung
dampak ekgiatan dan fingkungan RT/RW.

(2) Masyarakat yang diprioritaskan perwakilan dari antara mereka sendiri yang dianggap cakap untuk
menyampaikan pendapat dan atau laporan.

Pasal 172

(1) Hasil dialog dalam denganr pendapat publik dituangkan secara tertulis sebagai dokumen hasil
dengar pendapat publik.

(2) Muatan dokumen hasil dengar pendapat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya meliputi :

a.  Pokok-pokok masukan laporan masyarakat yang disampaikan dalam forum;
b. Penjelasan dari pihak terkait:
€. Penjelasan dar pemerintah kabuoaten:



d. Pertimbangan teknis dari tim ahli bangunag gedung; dan
e. Pokok-pokok kesepakatan yang dicapai dalam bentuk berita acara.

(3) Ketentuan lebh lanjut mengenai dokumen hasil dengar pendapat publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan bupati. ’

Pasal 173

(1) Sefiap bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal diaas wajib ditindak
lanjuti oleh perrierintah kabiipateri dan atau instansi yang berWenang lainniya mefiputi :
Pemerintah kabupaten, untuk hal yang bersifat administratif dan teknis;
Kepoiisian, untuk hal yang bersifat kriminal;
Pengadilan, untuk hat gugatan perwakilan;dan
Pemilik/pengguna bangunan gedung yang menimbulkan gangguan/kerugian dan atau dampak
penting tertiadap lingkunga yang diputuskan dalam pengadilan.
{2) Tindak tanjut sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a, huruf b, dan huruf ¢, meliputi ;
a. Pemeriksaan lapangan;

P

a0 o

b. Penelitian secara administratif dan teknis;
¢. Evaluasi hasi penslitian;

- Melakikan tindakan (eksekusf) sesidl dengan peratifan penindang-tndangan atau hasil
putusan peradilan; dan

Menyampaikan hasil penyslesaian kepada masyarakat dalam bentuk pengumuman dan atay
forum pertemuan.

Pasal 174

Masyarakat dapat mengajukan qugatan perwakilan kepengaditan sesuai dengan peraturan perudang-
undangan.

Pasal 175

Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan perwakilan adatah :
1. Perorangan atau kelompok orarg yang dirugikaii, yang inewakili para pihak yang dirugikan akibat

adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, atau membahayakan
kepentingan umum ; atau

2. Perorangan atau kelompok orang yang dirugikan akbiat adanya penyelenggaraan bangunan gedung
yang mengganggu, merugikan, atau membayahakan kepentingan umum,

Pasal 176

Pemerintah kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat perorangan atau kelompok

yang oleh karena kepeduliaannya memberi konstribusi pada:

1. Penyelematan hada benda atau nyawa manusia
bangunan gedurig; dari

2. Penyelamatan bangunan dan lingkungan.

yang terhindar dari bencana akibat kegagatan

. BABX
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

"Pasal 177

(1) Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan melalui kegiatan pengaturan,
pemberdayaan dan pengawasan agar penyelenggaraan bangunan gedung dapat derlangsung tertib

dan tercapai keandalannya bangunan gedung yang sesuai dengna fungsinya serta terwujudnya
kepastian hukum.
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Pasal 178

(1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 177 a
penyebariudsan peraturan dgerah, pedoman,
gedung.

{2) Penyebarluasan peraturan daerah, pedoman, petunjuk dan standar teknis dibidang bangunan

gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dapat dilakukan bersama-sama dengan masayraakat
yang terkait dengan bangunan gedung.

yat (1) dilakukan dengan penyusunan dan
petunjuk dan standar teknis dibidang bangunan

Pasal 179

(1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 177 ayat (1) kepada penyelenggaraan
bangunan gedung dapat berupa peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran dalam
penyelenggraan bangunan gedung melalui pendataan sosialisasl, diseminasi dan pelatihan.

(2) Perigawasan sebagimana ditiaksud daldri pasal 177 ayat (1) dilakukan meélalui pemantauan
terhadap pelaksanaan penerapan peraturan.perundang-undangan dibidang bangunan gedung dan
upaya penegakan hukum. :

Pasal 180

Pemberdayaan terhadap masyarakat yang belum mampu memenuhi persyaratan teknis bangunan
gedung dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung melalui :
1. Pendampingan pembangunan bangunan gedung secara bertahap;

2. Pembeliam bantuan percontohan rumah tinggal yang memenuhi persyaratan teknis; dan atau
3. Program penataan baniguiian dati liigkuniganinys yaiy aman sehiat dan serasi.

Pasal 181

(1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan peratuan daerah
dibidang bangurian gedung imelalui mekarisnie penerbitan IMB gedung dan SLI bangunan gedung,
serta surat persetujuan dan penetapan pembongkaran bangunan gedung.

(2) Pemerinah daerah dapat melibatkan peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan penerapan
peraturan perundang-undangan dibidang bangunan gedung.

BAB XI
SISTEM INFORMASI DAN DATA

Pasal 182

Pemerintah daerah mengembangka sistem informasi dan data penyelenggaraan bangunan gedung dan
barigun bangunan dalam suaty sistemi databass dEn Sisteri informagi yang efektif, transparan, dan
akuntabel. =

Pasal 183

(1) Pemerintah daerah mengelola data dan informasi mengenai penyelenggaraan bangunan gedung
dan bangunan bangunan,

(2) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan secara periodik dan didokumentasikan secara resmi,
sebagai dokumen publik. .

(3) Pemerintah daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data penyelenggaraan
bangunan gedung serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan,
penyajian, dan penyebaran datd mengenai,

a. Rencana tata ruang dan bangunan.
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c. SLF
d. Penetapan bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan.

{4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap orang
dan/atau masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan pemerintah daerah.

Pasal 184

(1) Pemerintah daerah membangun jaringan informasi peryelenggaraan bangunan gedung dan bangun
banguriah dapat bekerjasdina dengan pihiak i,

{2) Sistem informasi dan data penyelenggaraan bangunan gedung harus dapat diakses dengan mudah
dan cepat oleh seluruh pengguna dala.

(3) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan dan menyelenggarakan banguran gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat(2) wajib menyampaikan data dan informasi kepada pemerintah
daerah selambat-lambatriya 60 hari kerja sejak diriufainya pemanfaatan bangunan gedung.

} BAB Xil
 PERMOHONAN BANDING KEPADA DPRD

Pasal 185

Permohaonan banding kepada OPRD dikenakan techadap
1. Keputusan penolakan atau pencabiitan surat izin oleh Bupati,

2. Keputusan bupati mengenai penetapan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat lebih lanjut atau
penetapan larangan. .

. Pasal 186

{1) Permohonan banding oleh orang yang berkepentingan dilakukan secara fertuli, dalam jangka waktu
satu bulan setelzh dikirimkannya keptusan.

(2) Datam keadaan luas biasa bupati dapat memperpanjang jangka waktu itu selama-lamanya satu
butan, '

Pasal 187

Permohonan banding itu harus memuat :

{1)Nama dan tempat dinggal yang berkepentingan atau kuasanya.

{2) Tanggal dan nomeor keputusan yang dimohon banding.

(3) Alasani-aldsan yang risijadi dasar periiohdnai banding itu.
(4)Pertanyaan keputusan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Pasal188 -

{1) Bupati membentuk panitia untuk mempersiapkan penyelesaian permohonan banding itu.
(2) Jikd pericabutan suatl izin bargunan dﬁiyétﬁkaﬁ fidak terdlagah olen dan dengan suatu keputusan
- DPRD, maka izin itu betlaku kembali.
BAB XMl
PENGAWASAN

Pasal 189

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini ditugaskan kepada
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Pasal 180

Disamping pemerintah, pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan

bangurian gedung yang berupa: |

a. Memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan.

b. Memberi masukan kepada pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam penyempumaan
peraturan pedoman, dan standar teknis di dalam bangunan gedung.

Menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap

penyusunan renicana tata banguniah dan frigkirigan, secara teknis bangurian gedung tertentu,

dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang mengganggu, merugikan,

dan atau membahayakan kepentingan umum, _

Ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam menyelenggarakan bangunan gedung
iengikuti ketentuan dar peraturan yang eraky,

d.

BAB XIV
SANKSI PELANGGARAN

Pasal 191

Setiap bangunan yang didirikan dengan tidak berdasarkan IMB, tim eksekusi instansi
mermerintahkan petilik Urituk l'hé'rﬂb'dﬁgk'air.

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak sural perintah pembongkaran sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} disampaikan tidak dilaksanakan oleh pemilik, tim eksekusi instansi terkait
dapat memerintahkan untuk membongkar paksa seluruh atau sebagian bangunan tersebut,

Segala biaya danresiko yang diakibatkan atas pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) dibebankan kepads permilik bahgunan,
Khusus duiker plat yang mengganggu estetika dan fungsi serta upaya pemerfiharaan drainase
dapat dibongkar secara sepihak oleh tim eksekusi tanpa ganti rugi atau perbaikan kembali yang
dibangun dengan tidak mengikut petunjuk dan izin khusus pembangunan duiker plat.

terkait dapat

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 192

Setiap crang atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan datam peraturan daerah ini dpat
diaricam dengan pidana kunirigan SElama-lafanya 6 (eham) bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh jufa rupiah)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 193

(1) Selain penyidik umum, pejabat pegawai negeri sipll tertentu dilingkungan pemerintah daerah dibesi

weweriang khusus sebagal peryidik urituk iislakiikar peniyidikan atds tindzk pidana sebagaimana
dimaksud pada pasal 192,

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Meneliti, mencari, mengumpulkan dan menelit keterangan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 192 agar keterangan atau laporan tersebut
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. Menaliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan/lembaga tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tidak
pindana sebagaimana dimaksud pada pasal 192.

Menerima keterangan dan barang .bukti dari orang atau badan/lembaga

sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 192.
Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
Mendantangkan orang ahli yang diperiukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara. )

Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLR| bahwa
tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana

dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada
penuntut umum, tersangka dan/atau keluarga.

1. Mengadakan tindakan lain menurut hukym yang dapat dipertanggung jawabkan.
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BAB XVH
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 194

(1) Bangunan yang telah didirikan dan digunakan sebelum penetapan Peraturan
Daerah ini dan telah memiliki izin mendirikan bangunan berdasarkan Peraturan
Daerah/Surat Keputusan Bupati sebelum Peraturan Daerah ini, dianggap telah
mendirikan IMB/IPB menurut Peraturan ini.

(2) Bagi bangunan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku yang belum
memilki surat izin mendirikan bangunan dalam tempo 1 (satu) tahun terhitung sejak
tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini diwajibkan telah memilki izin
mendirikan bangunan.

(3) Penyesuain bangunan tersebut dengan syarat-syarat tercantum dalam Peraturan
Daerah ini diberikan tenggang waktu 5 (lima) tahun.

(4) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diberikan
sepanjang lokasi bangunan-bangunan sesuai rencana Pemerintah Daerah yang
tertuang dalam rencana tata ruang wilayah kota dan rencana detail tata ruang
bagian wilayah kota.

(5) Permohonan yang diajukan dan belum diputuskan, akan diselesaikan berdasarkan
ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasail 195

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9
dan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribuzi Perizinan
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

{(2) Untuk kawasan-kawasan tertentu, dengan pertimbangan tertentu, dapat ditetapkan
Peraturan Bupati berdasarkan rencana Yata bangunan dan lingkungan yang telah
ada.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis
pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Konawe.

(4) Untuk jenis, besaran, jumlah lantai tertentu, yang mempunyai dampak penting bagi
keselamatan orang banyak dan lingkungan, periu adanya rekomendasi teknis dari
Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah sebelum dikeluarkannya IMB.
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BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 194
Peraturan daerah in mulai berlaku pada tanggal di undangkan,
Agar sefiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini

dengan menempatkannya dalam lembaran daerah kabupaten konawe.

- , Dltetapkan di Unaaha

Di Undangkan di Unaaha
Padatanggal 19 -8 _ 2013
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